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Keadilan untuk Timor Lorosa’e?

aru dua tahun yang lalu militer Indonesia (TNI) dan Selain tinjauan atas berbagai upaya mendapatkan keadilar
Bpasukan-pasukan milisinya melancarkan teror dagrbitan nomor ini berisi analisis kritis terhadap penyelidikan
penghancuran akhir di Timor Lorosae. Akibatnya teladtan pengadilan yang dilakukan oleh Unit Kejahatan Berat
banyak diketahui: sekitar 70 persen gedung dan infrastruktiNTAET (genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan,
negeri ini hancur; lebih dari dua ribu orang mati dibunukgjahatan perang, pembunuhan, penyiksaan, dan penganiaya:
perempuan yang jumlahnya belum diketahui diperkosa; dsgksual) serta sebuah artikel yang membahas kegiatan geraka
ratusan ribu orang terusir dari tempat tinggal mereksolidaritas internasional untuk mendorong pembentukan
Kekejaman ini berpengaruh pada pembentukan misi UNTpengadilan internasional. Juga ada tinjauan mengenai Komis
ET dan merangsang upaya untuk menjamin pertangguogtuk Penerimaan, Kebenaraan, dan Rekonsiliasi yang sedan
jawaban atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejalditaentuk, artikel tentang sistem peradilan Timor Lorosa’e
perang yang dilakukan terhadap rakyat Timor Lorosa’e. (untuk kejahatan “biasa”), dan tinjauan mengenai hubungan
PadaTais Timorterbitan bulan September 2000, UNTA-antara sistem peradilan tersebut dengan terjadinya kekerasa
ET memaparkan secara ringkas “dua puluh keberhasitarhadap perempuan di Timor Lorosa’e, serta satu tulisan yang
besar’-nya, yang tidak menyebutkan sesuatu yang berkaitaenyoroti alternatif untuk pengadilan internasional. Kami
dengan pengadilan kejahatan berat. (“Sistem peradilan daemuat surat dari Administrator Transisi Sergio de Mello
hukum” yang mereka sebutkan, hanya berurusan deng@padd.a’o Hamutukmengenai krisis pengungsi yang sedang
kejahatan “biasa”.) Diamnya UNTAET mengenai yang teldberlangsung, beserta jawaban kami. Suatu kronologi yang
dicapai dalam hal ini mencerminkan apa yang secara lmasmaparkan perkembangan keadilan yang penting selama du
dipandang sebagai tidak adanya kemajuan di bidang ini. Tetaioun terakhir disertakan sebagai sisigan.
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Tempat untuk Mengupayakan Keadilan

Ada tiga “tempat” untuk mengupayakan keadilan: internasioriahtang “kesungguhan Pemerintah Indonesia bahwa tidak aka
(lebih khususnya, di dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsad, kekebalan hukum bagi para pelaku.”
Indonesia, dan Timor Lorosa’e sekarang di bawah UNTAET. Kofi Annan selanjutnya menulis bahwa ia bermaksud
) “menempuh berbagai jalan untuk menjamin bahwa

Perserikatan Bangas-Bangsa [pertanggungjawaban bagi kejahatan tersebut] dilaksanakar

Secara internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa sedemagan memadaiinter alia, dengan memperkuat
melakukan penyelidikan mengenai kejahatan yang dilakukeemampuan UNTAET untuk melakukan penyelidikan dan
di dalam konteks misi UNAMET. Pada 27 September 199%.emperkuat kerjasama antara UNTAET dengan
United Nation’s Human Rights Commission (UNHRC, Komigpenyelidikan ... KPP HAM Indonesia.”
Hak Asasi Manusia PBB) mengeluarkan sebuah resolusi yangDengan pembukaan ini, para anggota Dewan Keamanan -
meminta kepada Sekretaris Jenderal untuk membentuk KorRlsiisusnya sekutu-sekutu kuat Indonesia — menjadi semakir
Tempat untuk Mengupayakan Keadilan mau memenuhi permintaan Indonesia bahwa negara itu

Penyelidik Internasional tentang Timor Lorosa’e (Internamemiliki hak untuk mengadili sendiri. Tetapi Dewan Keamanan
tional Commission of Inquiry on East Timor, ICIET) untuknenyatakan bahwa Indonesia harus membawa para pelaku k
menyelidiki pelanggaran berat hak asasi manusia di Tinfengadilan “secepat mungkin” dan harus “menjalankan proses
Lorosa’e. UNHRC juga meminta tiga orang Pelapor Khustsikum yang cepat, menyeluruh, efektif, dan transparan, yang
untuk menjalankan misi di Timor Lorosa’e yang difokuskamemenuhi standar internasional tentang pengadilan dan prose
pada eksekusi di luar hukum, penyiksaan, kekerasan terhaaialgum yang adil.”
perempuan, penghilangan, dan
pemindahan paksa.

Pada laporan bertanggal
Desember 1999 kepada Dewgan
Keamanan, para Pelapor Khugus
menyebut TNI, bersama milis .
[nelakukan kejahatan termas DC} Tak ada
pembunuhan, penyiksaan,

Sejak saat itu, sedikit yang
telah terjadi di kalangan resmi
— selain kuranya peringatan
kepada Jakarta bahwa
langkanya kemajuan akan
menyebabkan adanya upaya
untuk membentuk pengadilan
internasional. Di Perserikatan

Kita perlu
keadilan

penduduk secara paksa, dg
pengejaran serta tindaka
tindakan tidak manusiawili

Dewan Keamanan untulk
mempertimbangkan pembep-
tukan sebuah pengadilan inter-
nasional kecuali jika Jakarfa

menghasilkan hasil yang bisa

dipercaya dalam penyelidikan

" Bangsa-Bangsa tidak ada

kemajuan ke arah pengadilan
internasional bagi Timor

Lorosa’e, dan sejumlah negara
kuat mundur dari dukungan
pasif yang sebelumnya mereka
berikan pada gagasan ini.
Dalam beberapa pertemuan
terakhir mengenai Timor

Lorosa’e di Dewan Keamanan,
misalnya, tidak ada negara
anggota Dewan Keamanan
yang menyebutkan pengadilan,
juga para pejabat UNTAET dan
pemimpin Timor Lorosa’e

dan pengadilan yang dijanjikan terhadap mereka yasgndiri tidak menyebutkannya dalam kesaksian mereka. Hanyz
bertanggungajwab atas teror 1999 di Timor Lorosa’e “dalampaya organisasi non-pemeirntah (NGO) dan gerakan solidaritas
beberapa bulan.” Pada saat yang sama, para pelapor menegadiesinasional yang tetap menghidupkan masalah ini.
bahwa pengadilan itu “harus memiliki yurisdiksi atas semua )
kejahatan menurut hukum internasional yang dilakukan olkklonesia
pihak mana pun di Wilayah ini sejak kepergian penguasaTidak lama sesudah Indonesia secara enggan dan denga
kolonial [Portugal, pada 1975].” kekerasan mundur dari Timor Lorosa’e, Jakarta berjanji
Kurang dari dua bulan kemudian laporan ICIET menyerukamtuk melakukan penyelidikan dan mengadili pelaku
kepada PBB untuk “membentuk pengadilan hak asasi manystdanggaran berat hak asasi manusia dan hukum humanite
internasional yang terdiri dari hakim-hakim yang diangkat oléehternasional pada 1999. Pada 22 September 1999,
Perserikatan Bangsa-Bangsa” untuk mengadili kejahatgemerintah Habibie memberikan persetujuannya kepada
kejahatan yang dilakukan pada 1999. Ketika mengumumKaadan hak asasi manusia resmi Indonesia, Komnas HAM,
laporan ini, Sekretaris Jenderal PBB menyatakan bahwauiguk membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi
“diyakinkan oleh tekad yang diperlihatkan oleh PresiddWlanusia Timor Timur (KKP HAM) untuk menyelidiki
Abdurrahman Wahid untuk menegakkan hukum dasejahatan-kejahatan hak asasi manusia yang dilakukan pad
mendukung sepenuhnya penyelidikan dan pengadilan terhatifap9. Tidak lama kemudian, Habibie menandatangani
para pelaku melalui proses penyelidikan nasional yang sedaeuah peraturan pemerintah yang mengesahkan Komna
berlangsung di Indonesia.” Tuan Annan juga melaporkan bahAM untuk membentuk sebuah pengadikh hoc(tidak
menteri luar negeri Indonesia “secara kuat meyakinkan” diringgtap) untuk mengadili orang-orang sipil dan militer yang
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melakukan kejahatan hak asasi manusia di Timor Lorosd&iak asasi manusia. InterFET menyerahkan tanggungjawalt
dan di tempat lain. ini dan berkas-berkas yang relevan kepada CivPol pada bular
Pada 31 Januari 2000 KPP HAM mengeluarkan Ringkasaesember 1999. Pada 22 Maret 2000, kepala UNTAET
Eksekutif laporannya yang menyebutkan bahwa “pelanggai@ergio Vieira de Mello secara resmi memindahkan tugas ini
berat hak asasi manusia yang fundamental telah dilakulkapada sebuah divisi yang dikepalai oleh Human Rights Unit
dengan cara terencana, sistematis, dan skala luas dalam bdhtak Hak Asasi Manusia) UNTAET, tetapi masih di dalam
pembunuhan massal, penyiksaan, serangan, penghilangan palasaenang CivPol.
kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak (termasukemindahan tanggungjawab kepada HRU ini memiliki
perkosaan dan perbudakan seksual), pemindahan paksa, paldikyak kelebihan, khususnya karena HRU mengerti sejarat
bumi hangus, dan perusakan harta-benda.” Laporan inimenuthdsa kini Timor Lorosa’e dan bagaimana kekejahan hak
33 orang melakukan kejahatan berat. Mereka termasuk beksasi manusia merupakan bagian dari pola politik-militer
gubernur Timor Timur, lima orang bupati, enam belas perwiyang lebih luas, serta memiliki hubungan baik dengan
militer, seorang perwira polisi, dan sepuluh orang komandarganisasi-organisasi non-pemerintah Timor Lorosa’e. Akan
milisi. Laporan ini secara khusus menyebut Jenderal Wirantetapi unit ini tidak pernah mendapatkan sumberdaya yang
Menteri Pertahanan dan Panglima TNI pada tahun 1999, Magigrerlukan untuk menjalankan tugasnya dengan efekitif.
Jenderal Zacky Anwar Makarim, saat itu kepala intelijen militer. Antara Juni dan Agustus 2000, UNTAET membentuk dinas
Pada awal Februari 2000, Jaksa Agung Indonesia Marzpkngusutan untuk mengawasi penyelidikan Kejahatan Berat
Darusman menyatakan bahwa diperlukan tiga bulan untygng awalnya berada dalam Departeman Kehakiman, dar
menyusun berkas untuk mereka yang disangka menjadi pelk&mudian dalam Kementerian Kehakiman. Pembentukan dinas
oleh penyelidikan Komnas HAM. Ini belum terwujud. Padai mengambil alih tanggungjawab dari Unit Hak Asasi Manusia.
bulan November tahun yang sama, ia berjanji bahwa Jakd/tdTAET juga membentuk Panel Khusus untuk Kejahatan Berat
akan mengadili 22 orang tersangka yang terlibat dalam kejahatadalam Pengadilan Distrik Dili, yang memiliki wewenang
terhadap Timor Lorosa’e pada Januari 2001. Ini juga belweksklusif di Timor Lorosa’e untuk mengadili kasus-kasus
terwujud. genosida, kejahatan perang, penyiksaan, dan kejahatan terhad:
Pada 23 April 2001, Presiden Indonesia Abdurrahman Wakieimanusiaan (tanpa memandang waktunya) serta pembunuhg
menyetujui pembentukan pengadilan hak asasi manusia urdak penganiayaan seksual yang terjadi antara 1 Januari dan Z
Timor Lorosa’e, tetapi pengadilan ini hanya akan mengadiktober 1999.
kejahatan yang terjadi sesudah referendum Agustus 1999engan kedatangan Deputi Wakil Khusus Sekretaris
Menanggapi kritik dari banyak pihak, pada Agustus 20QIenderal yang baru pada bulan Juli 2001 dan perubahat
Megawati mengeluarkan keputusan yang mengubah mangeimerintah pada September 2001, kembali dilakukan
pengadilan tersebut untuk mencakup kejahatan yang dilakukemubahan tanggungjawab Kejahatan Berat. Mereka belum
bulan April dan September 1999, tetapi tidak mencakumpenyelesaikan rinciannya.
kejahatan yang dilakukan bulan-bulan lain. Keputusan baru iniPara penyelidik Kejahatan Berat memprioritaskan sepuluh
juga membatasi yurisdiksi pengadilan pada kejahatan ya@psus tahun 1999, termasuk pembantaian di gereja Katolik
dilakukan di Dili, Liqui¢a, dan Suai saja. Liquica dan Suai, dan pembunuhan di rumah Manuel
Sementara dengan keputusan baru ini pengadilan berpot@airascaldo. Sejak pembentukannya, kantor Jaksa Agung
mengadili bekas pemimpin milisi Eurico Guterres (sekaranglah mendakwa 42 orang — termasuk beberapa orang Timo
menjadi ketua organisasi pemuda partai pimpinan Megawaijrosa’e dan Indonesia anggota TNI berpangkat rendah —
PDI-P), agaknya perubahan ini bertujuan menenangkan kritielakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan banyal
internasional. Seperti dijelaskan oleh seorang diplomatldinnya untuk kasus-kasus pembunuhan individual dan
Jakarta, Megawati mungkin siap untuk mengorbankan Guterkegahatan berat lainnya. Sejauh ini sudah ada sebelas oran
untuk menenangkan masyarakat internasional. Amnesty Intgang diadili, semuanya anggota milisi tingkat rendah: tidak
national dalam kritiknya yang lebih langsung menyatakan bahada perwira Indonesia yang dihadapkan ke pengadilan.
keterbatasan pengadilan itu berarti “bahwa ratusan korbarBanyak yang mengkritik lambannya penyelidikan dan proses
kekerasan selama 1999 di seluruh Timor Lorosa’e akan diingkzengadilan oleh UNTAET, yang sebagian disebabkan oleh
haknya atas keadilan sedang kebenaran mengenai apa ‘angngnya staf dan sumberdaya lainnya. Penolakan pemerintal
terjadi tidak akan muncul.” Indonesia untuk bekerjasama dengan penyelidikan dan
Bulan Agustus 2001, Benjamin Mangkoedilaga (yangengadilan UNTAET — walaupun telah menandatangani
bertanggungjawab atas pembentukan pengadilan) menyatgemyataan kesepakatan pada 6 April 2000 yang mewajibkar
bahwa ia memperkirakan bahwa sidang pengadilan akan dimuridbnesia bekerjasama — telah memperlemah efektivitas UNTA-
bulan Oktober. Akan tetapi pada bulan Oktober Indonedt dalam bidang ini. Tetapi pada saat yang sama ada persoale
mengumumkan bahwa hakim-hakim untuk pengadilan itu bdvasar di dalam dan seputar Unit Kejahatan Berat selain
akan ditunjuk bulan Desember. Karena kelambanan ini, tidakrangnya sumberdaya dan rendahnya kerjasama dari Jakart
mengejutkan bila Uskup Belo berkata, “Kami tidak percay#hat halaman selanjutnya).
pada penyelidikan yang dilakukan di Jakarta. Mereka yang‘Tempat” keadilan lainnya bisa di negara ketiga yang bisa
mengesahkan kejahatan-kejahatan di Timor Lorosa’e tidak akaenjadi tempat bagi pengadilan perdata atau pun pidana untul

menghadapi keadilan di sana.” kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, da
) , kejahatan-kejahatan lainnya yang berada dalam yurisdiksi uni-
Timor Lorosa’e (UNTAET) versal. Gugatan perdata baru-baru ini dan hukuman dend:

Setelah pasukan InterFET tiba di Timor Lorosa’e pad#S$66 juta terhadap Letnan Jenderal TNI Johny Lumintang
20 September 1999, sekitar selusin polisi militer Australigzgang tidak menghadiri sidang pengadilannya) di Amerika
ditunjuk untuk melakukan penyelidikan mengenai kejahat&@erikat memperlihatkan potensi upaya-upaya seperéini.
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UNTAET dan Kejahatan Berat

Sejak kedatangan UNTAET, salah satu tanggungjawaltsen).

pentingnya adalah memulai dan mendapatkanTidak mungkin bagi kita untuk memperkirakan dampak

pertanggungjawaban bagi orang-orang yang menjadi pelalari perubahan ini, tetapi kami optimis bahwa pimpinan

kejahatan terhadap rakyat Timor Lorosa’e selama 1999NTAET akhirnya memperhatikan persoalan yang telah

Sejak awal misi, UNTAET menunjuk orang untukama ada. Tulisan ini memaparkan persoalan-persoalan yant
menyelidiki Kejahatan Berat (pembunuhan, perkosaaada sampai bulan Oktober 2001.

penculikan, dan sebagainya). Ini awalnya adalah bagian darunit Kejahatan Berat telah menghasilkan lebih dari 40

Unit Hak Asasi Manusia tetapi kemudian pada bulan Jumiduhan kejahatan terhadap kemanusiaan (yang sebagia
2000 dipindahkan ke Kementerian Kehakiman. Secapasar untuk anggota dan pendukung milisi serta orang Timor
keseluruhan, pimpinan UNTAET (melalui Wakil Khusus dahorosa’e anggota TNI), dan menyelidiki beberapa ratus
Deputi Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBBpembunuhan. Yang telah dicapai ini mencerminkan

bertanggungjawab atas pengelolaan administratif unit ikienyataan bahwa penyelidik dan penuntut dalam unit ini
Sampai tulisan ini dicetak, unit ini menjalani perubahdperdedikasi dan berkualitas. Namun demikian, banyak or-

personil dan struktur yang besar.

Jaksa Agung meme
gang tanggungjawab ata
penyelidikan dan penun
tutan kejahatan “biasa’
dan “berat”, yang masing
masing berada langsung ¢
bawah Wakil Jaksa
Agung. Wakil Jaksa
Agung untuk Kejahata
Berat mengepalai ap{
yang dikenal sebagai Uni
Kejahatan Berat, meliput
penuntut umum, paka
forensik, tenaga penge
lolaan data, dan penye
lidik. Tetapi kenyataannya
struktur Unit Kejahatan
Berat itu membingungka
dan tidak didefinisikan
dengan baik, bahkan bug
orang-orang yang bekerj
di sana, dengan pelaporg
ganda kepada pimpina

ang Timor Lorosa’e dan orang internasional di sini merasa

bahwa penyelidikan-
penyelidikan dan
penuntutan-penuntutan
Kejahatan Berat berlang-
sung sangat lamban, dan
bahwa tujuan yang
ditetapkan Unit Kejaha-
tan Berat tidak memasuk-
kan sifat sistematis dan
terkoordinasi kejahatan
yang berlangsung, dan
tidak mengeksplorasi
kejahatan-kejahatan yang
terjadi sebelum 1999.
Banyak orang yakin
bahwa persoalannya
bersumber pada faktor-
faktor utama: salah urus,
ketidakmampuan, kelema-
han visi, kurangnya sum-
berdaya, dan rendahnya
kemauan politik di pihak
masyarakat internasional.

UNTAET dan Kemente-
rian Kehakiman ETTA.
Sejak Agustus 2000 sampai pertengahan Oktober 2001 ] o
Mohammed Othman menjadi Jaksa Agung. Dari Juli 208@lah Urus, Ketidakmampuan, Kelemahan Visi
sampai Oktober 2001 Jean-Louis Gillisen menjadi Wakila’o Hamutuk mewawancara staf dan bekas staf
Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat, mengisi kekosonga@nyelidikan dan penuntutan Kejahatan Berat. Hampir
yang telah lama. @yvind Olsen, yang baru saja mundsgragam, mereka sangat mengkritik kepemimpinan @yvind
sebagai kepala penyelidikan Unit Kejahatan Berat, bertugalsen, mengatakan bahwa orang ini buruk hubungannya
sebagai kepalde factoUnit Kejahatan Berat sebelumdengan banyak staf. Juga muncul kritik mengenai
kedatangan Gillisen. komunikasi di dalam divisi ini, dan mengenai tidak adanya
Di dalam UNTAET, tanggungjawab tertinggi bagkemauan Jaks&gung Othman dan bekas Menteri
keadilan sekarang berada di tangan Dennis McNamara (d6ahakiman Gita Welch untuk menangani persoalan
New Zealand), yang menjadi Deputi Wakil Khusugersonil. Semangat staf di dalam Kejahatan Berat sanga
Sekretaris Jenderal pada bulan Juli 2001. Bulan Septemi@ndah, dan telah menyebabkan orang-orang yang
dengan pembentukan Kabinet Transisi Kedua yamgrkemampuan baik dan berkomitmen mengundurkan
seluruhnya terdiri dari orang Timor Lorosa’e, Ana Pessatri.
menjadi Menteri Kehakiman, menggantikan Gita Welch. La’o Hamutukmenemukan ketidakmampuan, strategi dan
Jaksa Agung baru adalah seorang sarjana hukum Tinwuan yang dirumuskan dengan buruk, pengelolaan data
Lorosa’e Longinhos Monteiro (33 tahun), yang sebelumnyang tidak efektif, dan penilaian yang buruk dalam Unit
menjabat Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Biasa. Sampa&ijahatan Berat. Seperti ditulis oleh Amnesty International
tulisan ini dibuat, UNTAET/ETTA belum mengisi duadalam laporan bulan Juli 2001 mengenai keadilan di Timor
jabatan penting dalam Unit Kejahatan Berat (yanlgorosa’e, “Selain menangani 10 kasus prioritas tampaknya
sebelumnya diduduki oleh Jean-Louis Gillisen dan @yvirtilak ada strategi untuk menyelidiki kasus-kasus lain yang
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terjadi selama 1999 atau ribuan pelanggaran hak asassumberdaya material juga langka. Misalnya, setengah dari
manusia yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.” Kao@nyelidik tidak memiliki kendaraan, begitu pula Wakil
juga mendengar banyak kisah nyata yang menggambarllaksa Agung. Kurangnya sumberdaya manusia dan materia
kurangnya pengetahuan dasar mengenai sejarah masaikininembuat sulithya menciptakan sistem peradilan yang
Timor Lorosa’e di kalangan staf Unit Kejahatan Beragfektif.
Karena semua manageménit Kejahatan Berat baru-baru .
ini telah mundur, kami tidak akan memaparkan riciannya, tetdfgirangnya Kemauan Politik?
seperti banyak pihak lain, kami mengharapkan terjadingglama sekurang-kurangnya satu tahun, telah jelas bahwa Un
perbaikan besar pada bulan-bulan terakhir UNTAET. Kejahatan Berat mengalami banyak persoalan. Pada awal 2001
Unit Kejahatan Berat tidak punya program ke masyarakaiiministrator Transisi Sergio de Mello meminta Mary Fisk,
yang sangat penting dalam masyarakat yang mengalamorang yang lama berpengalaman dan dihormati dalarr
trauma pasca konflik dalam dimana korban dan masyaraRatserikatan Bangsa-Bangsa, untuk melakukan penyelidikar
memerlukan dan menginginkan informasi mengenai apgernal Unit Kejahatan Berat. UNTAET tidak pernah
yang dilakukan pihak yang berwenang untuk menjammengumumkan Laporan Fisk, tetapi orang yang mendapat
keadilan. Banyak yang mengkritik kurangnya kerjasaniaformasi baik mengatakan bahwa laporan tersebut
antara Unit Kejahatan Berat dengan masyarakat sipil Timoerekomendasikan perubahan penting, termasuk manageme
Lorosa’e, termasuk kegagalan unit ini untuk bekerjasarbaru. Diperlukan waktu enam bulan sebelum perubahan besa
dengan organisasi non-pemerintah dan lainnya yadigkukan, yang dalam waktu itu UNTAET memperbaharui
memiliki informasi, bukti, dan dokumentasi yang luas. kontrak dengan orang-orang yang dalam Laporan Fisk
Unit Kejahatan Berat juga tidak bekerjasama dengan Udisebutkan bermasalah, sementara orang-orang lain yang
Hak Asasi Manusia UNTAET, yang staf internasional damenyebutkan masalah tersebut pergi karena kecewa.
lokalnya di seluruh negeri banyak mengetahui sejarah mas#ni mengangkat persoalan yang berhubungan dengan
kini Timor Lorosa’e. Unit Hak Asasi Manusia punyakemauan politik. Seperti disebutkan oleh bekas staf Kejahatar
hubungan kuat dengan masyarakat dan organisasi-organiBasat, “Ada pendapat bahwa unsur-unsur UNTAET dan negara-
lokal yang bisa membantu penyelidikan. negara donor tidak menghendaki Unit Kejahatan Berat yang
Contoh-contoh di atas memperlihatkan bahaya terldfuat. Karena ini bisa mempermalukan Indonesia pada saat ketik
diandalkannya pakar internasional yang pengetahuannyareka tidak mau berbuat demikian.”
tentang Timor Lorosa’e sangat tidak memadai, sementaral'entu saja kita tidak bisa meneliti kebenaran kecurigaan itu,
hampir tidak melakukan pengintegrasian orang Timaetapi fakta bahwa hal itu ada bahkan di dalam Unit Kejahatan
Lorosa’e dalam proses ini. Meskipun baru-baru ini dilakuk@erat mengemukakan betapa besarnya persoalan unit ini
perubahan untuk menangani persoalan-persoalan terseetaguan-keraguan ini diperkuat oleh buruknya kinerja
banyak yang bertanya mengapa persoalan-persoalan terspboterintah negara-negara yang mendominasi Perserikata

dibiarkan begitu lama. Bangsa-Bangsa dalam hal keadilan bagi Timor Lorosa’e.
Ketika UNTAET mendekati masa akhirnya, PBB
Kekurangan Sumberdaya merencanakan penyelidikan dan penuntutan Kejahatan Bera

Amnesty International menulis, “Terus-menerus terjadialam misi penggantinya, yang diperkirakan meningkatkan staf
kekurangan staf, termasuk penyelidik dan penuntut yaimjernasional dan lokalnya. Tetapi ada persoalan besar dalan
punya keahlian dan pengalaman di bidang penyelidikan dzal pendanaan, karena Amerika Serikat dan Prancis tidak mau
penuntutan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusiaddaa sumbangan wajibnya digunakan untuk kegiatan selair
kejahatan terhadap kemanusiaan.” Bulan Desember 20pénjagaan perdamaian tradisional yang sangat sempit. Sekretar
misalnya, hanya ada satu orang penuntut untuk Kejaha@mderal telah mengusulkan agar penuntutan Kejahatan Berz
Berat. Sementara terjadi perbaikan keadaan, penundatam UNTAET Il didanai dengan dana sumbangan waijib,
sekarang jumlahnya masih tujuh orang. meskipun sebagian besar fungsi sipil, termasuk lembaga

Bekas Wakil Jaksa Agung Gillisen memperkirakan bahweeradilan, akan tergantung pada sumbangan sukarela.
diperlukan sekurang-kurangnya 55 orang penyelidik untuk Pada saat ini, Kejahatan Berat adalah satu-satunya tempe
menangani penyelidikan Kejahatan Berat. Tetapi hanya gulra pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjad
26 penyelidik di Unit Kejahatan Berat, dan hanya 11 daselama pendudukan Indonesia dituntut pertanggung-
mereka yang bisa berada di lapangan secara bersamgavgabannya. Dengan proses peradilan di Indonesia tidak jelas
karena rotasi kontraknya. Rotasi kontrak (setiap 6-12 bulaarphnya, dan dengan PBB belum mau mendirikan pengadilar
penyelidik (banyak di antaranya adalah CivPol yanigternasional untuk Timor Lorosa’e, harapan akan keadilan
dipinjamkan pemerintah-pemerintah untuk kontrak 6 bulatgrletak di sini sekarang. Meskipun unit ini punya prestasi,
berarti bahwa keberlanjutan dan pengetahuan bisa hilandi banyak bidang kinerjanya rendah, dan para pemimpin

Pada saat ini hanya satu panel beranggotakan tiga orbiNTAET, serta pemerintah-pemerintah yang berpengaruh
hakim yang berfungsi mengadili pelaku Kejahatan Beranggan untuk bertindak. Meskipun baru-baru ini terjadi
Meskipun UNTAET dalam proses membentuk dua pangérubahan managemen yang mengindikasikan bahwa pad
lagi, banyak keraguan bahwa ada cukup staf pendukungkhirnya ada perubahan, kewaspadaan masyarakat da
penerjemah, pembela umum, dan sebagainya — yaadyokasi terus-menerus diperlukan untuk menjamin bahwa
diperlukan untuk menjalankan lebih dari satu sidang seca@rubahannya menimbulkan dampak yang berarti dan
bersamaan. Sidang pengadilan kasus pertama kejahdtarangka panjang. Lebih lanjut sampai UNTAET dan PBB
terhadap kemanusiaan telah memasuki bulan ketigaemperluas visinya dan memperdalam tekad mereka,
diperlukan waktu yang panjang untuk mengadili orang-orabgnyak pelaku paling bertanggungjawab akan terus
yang telah diproses kasusnya. menikmati kekebalan hukum di Indonesta.
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Sistem Peradilan Baru Timor Lorosa’e

Oleh Program Pemantauan Sistem Peradilan pelanggaran pidana, hukum Indonesia yang berlaku selame

Ketika UNTAET didirikan pada bulan Oktober 1999, sistefiéndudukan terus diberlakukan. Meskipun regulasi-regulasi
peradilan yang ada selama pendudukan Indonesia terhald&f mengharuskan bahwa hanya hukum Indonesia yang sejala
Timor Lorosa’e hancur. Militer Indonesia dan milisinygl€ngan hukum hak asasi internasional yang diberlakukan,
menghancurkan infrastruktur seperti gedung-geduﬁémp_ai sekarang Pemerintah Transisi masih belum melakukat
pengadilan, dan dokumen-dokuman seperti arsip pengadilan B&hinjauan yang menyeluruh terhadap hukum-hukum tersebu
naskah-naskah hukum. Birokrasi Indonesia yang menjalankéluk menilai ketidaksesuaiannya dengan standar-standa
sistem pengad”an telah pergi, dengan membawa serta ﬂa@naS!Onal. Sistem |n|t?|ah meny.ebabkan kebmg_ungan yanc
hakim, jaksa, dan pengacara. Segera terjadi kekosongan, tRfsker, tidak hanya bagi rakyat biasa yang menjadi subyek
hanya dalam hal penegakan hukum tetapi juga sistem huldtium, tetapi juga bagi polisi, hakim, jaksa, dan pengacara yan
yang ditegakkan. Akibatnya, bagian yang mendesak dan irerusaha meng|I_<ut| dan menjalankan hukum-hukum tersebut
gral dari mandat UNTAET adalah menciptakan kembali sistemKarena sebagian besar orang Timor Lorosa’e belum pernat
pengadilan yang bisa berfungsi, termasuk landasan yang meria@itgalami sistem peradilan formal yang independen dan tidak
dasar dari sistem tersebut. memihak, ketidak-tahuan dan ketidak-percayaan terhadar
Sejak itu, UNTAET menciptakan empat pengadilan distriStém peradilan resmi terus berlanjut. Sama halnya, ade
di Dili, Baucau, Suai, dan Oecusse, serta Pengadilan Bandf§§utuhan yang besar akan pendidikan dan informasi mengene
nasional. UNTAET juga mengangkat 25 hakim, 13 jakd#@k-hak orang yang ditangkap, termasuk hak untuk mendapa
penuntut umum, dan 9 pembela umum pada awal tahun oasmbela hukurdan hak untuk diam. Ada kejadian-kejadian dalam
Para hakim sekarang menangani kasus pidana dan perdifaana polisi penyelidik menanyai tersangka, kadang-kadang
termasuk sengketa yang berkaitan dengan kontrak-kontRgkhubungan dengan sangkaan yang serius, tanpa perlindungan ya
komersial, kesepakatan tanah, dan kegiatan kontrol perbatadifapatkan dari pengacara yang hadir untuk menjamin
Dengan perkecualian panel khusus Pengadilan Distrik Dili yafiegakkannya hukum yang menjamin hak-hak tersebut. -~
menangani kasus-kasus “Kejahatan Serius,” yang sebagiak€bih lanjut, Timor Lorosa’e punya banyak tradisi yang bernilai
besarnya berkaitan dengan kekerasan tahun 1999 #figenal mediasi berbasis komunitas dan bentuk-bentuk lair
menggunakan hakim dan jaksa penuntut internasional, orapgnyelesaian sengketa yang dengan sah dibanggakan ole
orang Timor Lorosa’e yang menjadi petugas pengadil&tpsyarakat lokal. Sebagiannya punya sejarah panjang sebelur
mengadili semua kasus hukum. Lebih lanjut, dinas kepolisig@njajahan Portugis dan dijalankan oleh para pemimpin lokal sepert
Timor Lorosa’e juga telah dibentuk, meskipun masih didukut@tuas lia nainahli hukum tradisional). Sebagian dari sistem ini
oleh Polisi Sipil (Civilian Police) internasional. Juga adlah berkembang atau beradaptasi sebagai alternatif terhadap siste
pembela umum — yaitu pengacara yang diangkat oleh UNTgradilan Indonesia yang korup dan sewenang-wenang
ET untuk membela orang di pengadilan jika mereka tidak punyaPi banyak sistem peradilan formal seluruh dunia ada
pengacara. Terakhir, gedung-gedung pengadilan dan penjafiigakuan yang semakin meningkat terhadap kegunaan media
penjara umumnya telah dibangun kembali, dan tugas yang |#@& Penyelesaian sengketa sebagai alternatif terhaday
meningkatkan kemampuan dan pengetahuan tentang bagairk@gadilan, yang seringkali bisa tidak fleksibel dan mahal.
menjalankan sistem peradilan telah dimulai. S_lstem-5|stem itu bisa melengkapi sistem peradllan formal kalau
Akan tetapi, sekalipun ada kemajuan seperti itu, sumberda&jjgnakan untuk kasus-kasus yang sesuai. Pada saat yang san
yang tidak memadai, dalam hal peralatan dan persorfla kebutuhan untuk berhati-hati. Seperti yang dicatat oleh
menghambat administrasi peradilan yang efekiif. Hak-hak da8&rnesty International dalalaporan baru-baru ini tentang Timor
atas peradilan yang adil, seperti hak atas pembela hukl®fosae, “penggunaan mekanisme-mekanisme peradilan pidan:
misalnya, diabaikan karena sedikitnya jumlah pengacara um@igmatif non-yudisial bisa mengakibatkan pelanggaran-pelanggara
Sekarang ini hanya ada sembilan pengacara umum untuk self}@thasasi manusia yang serius” jika beroperasi dalam cara yan
negeri. Keadaannya diperparah oleh kenyataan bahwa, sebdili terkendali tanpa perlindungan yang baik.
1999, hanya sedikit orang Timor Lorosa’e yang berpendidikanKegiatan kekerasan tertentu, seperti pembunuhan atat
di bidang hukum dan hampir semerang yang berpendidikan Pemerkosaan, harus diperlakukan sebagai pelanggaran pidar
hukum tidak diberi kesempatan oleh pemerintah Indonesia urfl@® dijatuhi hukuman yang sesuai. Amnesty International
menjalankan praktek hukum. Akibatnya para sarjana hukum haRy@ncatat beberapa kasus dalam dimana kejahatan kekeras:
punya sedikit atau tidak punya pengalaman praktek sama sekafrhadap perempuan dan anak-anak “diselesaikan” dengan car:
Persoalan yang sama berlaku pada hakim-hakim baru Tirigfa yang mencakup pembayaran uang, yang kadang-kadar
Lorosa’e. Mereka hanya mendapatkan pendidikan yang mininkgrtentangan dengan keinginan korban. Dalam ketiadaan sister
tetapi harus berjuang keras untuk mengelola beban kasus yang sBEg#lilan yang berfungsi yang mendapat kepercayaan rakyat
luar biasa banyak. Di negeri-negeri yang memberlakukan tra#@iompok-kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anat
hukum Anglo-Amerika, hakim dipilih hanya dari ka|angarmenghadap| tekana_n untuk menerima bentuk-bentuk “keadilan”
pengacara yang berpengalaman paling senior. Dalam tradisi huRi@gyarakat yang bisa menempatkan mereka dalam bahaya.
sipil Eropa kontinental, yang menjadi dasar dari hukum IndonesiaSistem peradilan yang independen dan tidak memihak adalal
hakim menjalani program pendidikan yang luas dan memu$aiah satu dari dasar yang paling penting bagi setiap masyarak:
karirmya dengan menangani kasus-kasus kecil. yang adil berdasarkan kekuasaan hukum dan penghormatan pa
Hukum yang sekarang berlaku di Timor Lorosa’e ada|§ﬁ_1k asas_i manu_sia. Ketika pelaku pelanggaran dan keti_da_k-adilal
kombinasi yang aneh hukum Indonesia, regulasi-regul&innya bisa bertindak tanpa mendapatkan hukuman, prinsip dase
UNTAET, dan hukum hak asasi manusia internasional. Unt@Rrsamaan di depan hukum dirusak. Sementara pencarian keadil:
sebagian masalah hukum sehari-hari, khususnya pelanggala#l korban-korban kejahatan masa lalu yang dilakukan di Timor
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Lorosa’e tetap merupakan tujuan yang penting, pembentukan sisteasih itu. Jika sistem peradilan yang baru tidak mendapatkar
peradilan yang baik yang berkemampuan untuk menyelesaikakungan yang diperlukan, warisanpunity (kekebalan
sengketa dengan adil dan mengadili kejahatan-kejahatan sekanaigm) dan korupsi yang ditinggalkan Indonesia akan terus
dan masa depan sesuai dengan hukum juga harus menjadi prionieasisak perkembangan kekuasaan hukum di Timor Lorosa’e
dalam proses rekonstruksi. merdekass

Sangat penting bahwa masyarakat internasional ter
mendukung dan memberikan bantuan material yang jaH1 n
melampaui mandat UNTAET kepada sistem peradilan yaBgra

P adalah sebuah proyek independen bertujuan untuk
ingkatkan mutu keadilan yang di berikan kepada system
dilan di Timor Lorosa’e.

“Tribunal Internasional ne’e importante tebtebes ba justica.Victima hotu husi militares Indonesia nia
violencia ne’e sai terus bo’ot liu hasoru feto sira. Ne'ebe to’o tempo agora seidauk iha justica ba
victima sira espera.”

Husi Rede Feto Timor Oan sira, kona ba asunto feto nian iha Timor Lorosa’e,
ba Confrencia Doadores iha Canberra, June 2001

Perempuan dan Keadilan

Oleh Kate Halliday Undang-undang hukum pidana Indonesia tidak memberikan

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di TinR§flindungan yang memadai kepada perempuan dari tindakar
Lorosa’e menurut berita media (lihBulletin La’o Hamu- kekgrasan. Menurutu_ndang-undang ini, mlsglnya, tidak dilarang
tuk, Vol. 2 No. 1 & 2) meningkat tajam dengan mayorita@ag' seorang laki-laki untuk memper_kosa istrinya. Ancaman
pelakunya suami dan saudara laki-laki korban. Para aktiffgkerasan dan upaya penyerangan juga tidak dilarang dalan
perempuan Timor Lorosa’e berulang kali menyatakaq{\dang-undang ini. Undang-undang ini tidak memberikan pesan
keprihatinan mengenai masalah ini. yang jelas kepada masyarakat bahwa kekerasan dalan
Unit Orang Rentan CivPol di Dili juga mencatat bahwi!mahtangga itu sama saja dengan bentuk-bentuk kekerasa
pada tahun lalu terjadi peningkatan jumlah perempuan ydainya. Undang-undang ini juga tidak sejalan dengan standai
melaporkan kejahatan kekerasan dalam rumahtangga. A asasi internasional, dalam hal bahwa perempuan tldak
tetapi unit ini juga melaporkan bahwa perempuan mengald@fgndapatkan dukungan hukum yang penuh untuk mencar
kesulitan berurusan dengan proses pidana dan bahwa meRkindungan terhadap kekerasan. .
sangat rentan terhadap tekanan untuk menarik kembaliukum UNTAET mengenai prosedur hukum pidana
laporan mereka tentang kekerasan. memberlakukan sejumlah hak penting untuk korban
Sistem peradilan bisa menanggapi kekerasan terhaggﬁerasan. Menurut hukum ini seorang hakim investigasi

perempuan dengan berbagai cara yang penting berikut ini: PUnya wewenang untuk melarang pelaku yang ditangkap
karena melakukan kekerasan dalam rumahtangga untuk

¢ seca'ra ngas melarang kekerasan,' tinggal di rumah keluarga ketika pengadilan menyelidiki dan

¢ menjamin bahwa sistem peradilan memperlakukanenuntut kasus kekerasannya. Ketika menuntut seorang
kekerasan dalam rumahtangga dengan cara yang sg®aku kekerasan, seorang hakim bisa memerintahkan pelak
dengan bentuk-bentuk kekerasan lainnya; untuk membayar ganti rugi kepada korban. Ini adalah hukum

¢+ memberikan perlindungan kepada perempuan da@ang penting bagi korban-korban kekerasan karena banyak
kekerasan yang berkelanjutan; orang tidak mampu mengajukan gugatan perdata meminte

¢ memberikan ganti rugi yang memadai dan adil untuk lulggnti rugi terhadap para pelaku.
yang ditimbulkan oleh tindakan kekerasan. Banyak komunitas Timor Lorosa’e menggunakan

Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempdﬁﬁk.anisme penyelesaian sengketa tradisional yang juge

menyatakan bahwa perempuan berhak atas kesamaan di atKlan pergbaykaranbgantg rugi _ke dpad:é I;orban dorl]eh
hukum. Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perem u. Namun demikian, baru-baru ini ada tuduhan-tuduhan

mengakui bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah pengh a sejumlah hakim menggabl_mgkan peran tradisional
kesetaraan dan penikmatan penuh hak asasi manusia. Inl dengan wewenangnya dalam sistem hukum formal, dan
‘menyelesaikan” kekerasan dalam rumahtangga dengan

Pada saat ini keadaan hukum di Timor Lorosa’e dala : .
g tapkan pembayaran ganti rugi, bukannya melakukan
]

hubungannya dengan kekerasan terhadap perempuan sahgaf ; ; )
rumit karena terus berlakunya hukum Indonesia di berba untutan plddana. Eangfat'r;])entlng bahwa pgra} gf’ﬂ';'.fg dat
bidang dan pemberlakuan regulasi UNTAET di bidang lai _e&mntut n?jeT apat a?]t atihan yang memadai di bidang
Tetapi regulasi pertama yang dikeluarkan oleh UNTAE erasan dalam rumantangga.

pada 1999 menyebutkan dengan jelas bahwa standar-standMenjamin bahwa hukum melind_ungi perempuan d_an
alan dengan standar hak asasi manusia internasione

hak asasi manusia, termasuk yang terkandung dal f lah lanakah pert H d didik ke
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terha yalan langkan pertama. Harus ada pendidikan masyarake
yang efektif mengenai hak perempuan dan harus ada

Perempuan, punya peran ygremting dalam hukum di Timor
Lorosa’e. Para pejabat publik harus menjalankan tugasnya sed
dengan standar-standar ini. Hukum Indonesia hanya berlak}J1
Timor Lorosa’e sejaultidak bertentangan dengan standar-
standar hak asasi manusia internasional atau sam
digantikan oleh regulasi UNTAET.

H iinistrasi hukum yang peka.

>emua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan — pembua
ukum, polisi, penuntut umum, pengacara, dan hakim —
ggtanggungjawab untuk menjamin bahwa perempuan
endapatkan kesamaan penuh di hadapan hugum.
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Sebuah Tinjauan tentang Komisi untuk
Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi

Apa itu KPKR? perempuan, kelompok korban; organisasi-organisasi hak asas

Pada tanggal 13 Juli, UNTAET mengeluarkan Regulasi N§anusia dan Gereliaz UNHCR, dan de%artemen—departerlner
10/2001 membentuk Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran, ¢l AET yang terkait. Panita Pengarah merancang usulan

Rekonsiliasi (KPKR) di Timor Lorosa’e. Komisi ini mempunya R dengan dukung_an dari bid_ang hukum UNTAET, _dar_1
tiga wilayah kegiatan, yang masing-masing bertujudﬂen]alankan konsultasi-konsultasi masyarakat di setiap distrik.
memajukan hak asasi m’anusia di Timor Lorosa'e. Komisi-komisi kebenaran telah menjadi resep populer untuk

Pertama, Komisi menetapkan kebenaran menge konsiliasi di sejumlah negeri yang selesai mengalami konflik.

pelanggaran-pelanggan hak asasi manusia yang terjadi a t&rgbentukan komisi kebenaran didasarkan pada asumsi bahw

1974 dan 1999, melaporkan pelanggaran-pelanggaran ini buat kebenaran dike_tahui umum mengenai siapa yang
faktor-faktor yang menyumbang pada terjadinya. Dalam e akukan apa terhadap siapa dalam konteks pelanggaran ber

ini, Komisi akan menyelidiki tidak hanya kasus per kas k asasi manusia akan mendorong rekonsiliasi dalam suat

pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga tingkat sejauh ng%ﬂ yarakat yang sedang berusaha memulihkan diri dari peran

e ; ; tau pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan luas
pelanggaran-pelanggaran ini merupakan bagian dari suatu a . s ; A
pelanggaran yang sistematis. Karena itu dugaan tent%% alah satu fungsi komisi kebenaran ialah menyelidiki pelanggarar

[

kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanus asasi manusia masa lalu dan membuat laporan yang lengka
merupakan bagian dari penyelidikan Komisi. KPKR juga aké(ﬁ‘l dan kebink dnear ool I
meneliti peran aktor-aktor internasional (seperti pemerint8f'a dan Kebljakan yang mendasar pelanggaran-pelanggara
asing), dan akan melakukan pemeriksaan di luar Timor Loros ebut: _Sel_am Iap_oran, komisi kebenaran sefing mendorong da
dalam upaya untuk memberikan gambaran lengkap tentdl} fasilitasi permintaan maaf kepada korban — kepada orang pe
mengapa pelanggaran berat hak asasi manusia terjadi. T%img dan masyarakat secara keseluruhan — oleh para pelak

ng memaparkan tidak hanya kasus-kasus individual, tetapi jug:

ejaman. Dalam hal ini, mereka membantu meningkatkan
ungkina bahwa para bekas musuh hidup berdampingan seca
damai. Misalnya, di
Afrika Selatan, Komisi
Kebenaran dan
Rekonsiliasi meliputi
komponen keadilan
restoratif, dalam mana
para pelaku melakukan
kerja untuk para
korban; Komisi Keben-
aran dan Rekonsiliasi
juga mengusulkan pro-
gram pemulihan. Lebih
lanjut, komisi-komisi
kebenaran bisa mem-
berikan rekomendasi
langkah-langkah untuk
mencegah berulangnya
pelanggaran hak asasi
manusia.

sumberdaya yang dimiliki KPKR untuk melakuka
penyelidikan itu terbatas. Dan, karena yurisdiksinya terba
pada Timor Lorosa’e, tidak bisa mengajukan gugatan terhadan
orang-orang yang menolak bekerjasama, juga tidak b
memaksa meminta kesaksian atau bukti dari Indonesia &
pemerintah-pemerintan nasional lainnya.

Kedua, KPKR akan membantu “memulihkan martab
kemanusiaan para korban,” sebagaian dengan memberi me
kesempatan untuk menyampaikan kisah-kisah mereka di de
umum. Juga membantu mempromosikan rekonsiliasi antar
ang Timor Lorosa’e dengan “mendukung penerimaan d
reintegrasi orang-orang yang telah menyebabkan kesengsa
pada komunitasnya” melalui apa yang dianggap seba
kejahatan tingkat rendah (seperti pencuriaan, serangan ke
kecilan, pembakaran, dan pembunuhan ternak). Ini ak
membuat para pelaku kejahatan-kejahatan seperti
bertanggungjawab kepada korban. Komisi akan melakukan
melalui “Prosedur Rekonsiliasi Komunitas” (PRP) dengan al
para pelaku akan mau melakukan tindakan pemulihan ya
bermakna bagi para korban yang selamat dan komunitas mef
Misalnya, kejahatan membakar sebuah rumah bisa diselesak

dengan meminta pelakunya membangun kembali rumglf‘ruktur dan peran KPKR Timor Lorosa’e
tersebut. “Kesepakatan rekonsiliasi komunitas” yang hasiln

a . :
akan didaftarkan pada pengadilan distrik, yang akan menjar_éﬁﬂpuah Panel Seleksi berkonsultasi dengan masyarakat, setel:

dijalankannya tindakan-tindakan rekonsiliasi yang sesuai dendjsn@kan memilih dan merekomendasikan tujuh orang “yang

kejahatan yang telah dilakukan, dan tidak melanggar hak a 5%9' moral, sikap tidak memihak, dan integritasnya”
manusia. Komisi akan merujuk Kejahatan Berat (sepefgeKurangnya tidak darinya adalah perempuan) kepada Admin
pembunuhan, perkosaan, penghancuran besar-besaran Istgtor Transisi .untuk. qllangkat menj'adl _Komlsarls Nasional
perencanaan tindakan tersebut) yang tidak menjadi bagian P9 mengepalai Komisi. Empat partai politik yang ada sebelum
kepada Penuntut Umum untuk proses hukum. Invasi Indones!a (Fretilin, UDT, KOTA, dan Trabalhls_ta), Fo-_
Ketiga, KPKR akan melaporkan temuan-temuannya d&fm NGO, Jaringan Perempuan (Rede Feto), Gereja Katolik,
membuat rekomendasi kebijakan, yang dengan demiki‘%ﬁos'as' Bekas Tahanan PO|ItIK, Asosiasi Keluarga Qrang
mendesak pada pemerintah Timor Lorosa’e, masyarakignd, Kantor Hak Asasi Manusia UNTAET, dan Adminis-
internasional, dan badan-badan lain yang berhubungan der%%%r Transisi masing-masing telah mengangkat seorang
serangkaian persoalan, termasuk kebutuhan dan hak para kof4#f0ta pada Panel Seleksi. Kelompok-kelompok pro-otonomi
KPKR adalah hasil dari usulan yang dirancang oleh sebfgnndonesia diundang dua kali tetapi sejauh ini menolak
Panita Pengarah yang didukung oleh Kantor Hak Asasi Manu&gigabung dalam panel, meskipun posisi mereka masih terbuk
UNTAET, setelah adanya inisiatif dari Kongres CNRT. Panit2d merupakan isyarat rekonsiliasi. .
Pengarah KPKR beranggotakan wakil-wakil pemuda, kelompokKPKR akan bekerja selama dua tahun dengan pilihan
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perpanjangan enam bulan. Komisi akan memiliki enam kantajahatan itu berada di luar cakupan Komisi. Sebuah pemerintat
daerah yang dikelola oleh Komisaris Daerah yang kualitbaru, yang menghadapi persoalan anggaran serta tuntutan de
pribadi dan profesionalnya sama dengan Komisaris Nasiondésakan (nasional dan internasional) bisa terbujuk untuk
KPKR mengusulkan staf orang Timor Lorosa’e sebanyak 2i#enurunkan prioritas proses hukum, khususnya karena
orang, dengan anggaran hampir US$ 4 juta. Mereka berhaezpatasnya sumberdaya dan pengalaman.
mengambil 10.000 pernyataan dari para korban yang selamat dabalam laporan Juli 2001 mengenai Keadilan, organisasi
kekejaman, suatu tujuan yang ambisius. Untuk kantor nasiodahnesty International menyambut baik ketentuan dalam
mereka merencanakan merehabilitasi Penjara Comarca di Dilredjulasi KPKR yang memberinya wewenang untuk merujuk
mana banyak tahanan politik Timor Lorosa’e disiksa selarkasus-kasus Kejahatan Berat kepada kantor Penuntut Umum
pendudukan Indonesia. Bekas penjara ini akan menjadi sebfikln tetapi, Amnesty “sangat meragukan apakah kapasitas yan
museum dan pusat sumberdaya yang dijalankan oleh Asosiasi Begkarang ada untuk memproses kasus-kasus ini secara efek
Tahanan Politik setelah KPKR mengakhiri tugas dua tahunnyadan waktu yang memadai.” Dalam hal ini, dikhawatirkan bahwa
Pat Walsh, koordinator Kantor Sementara KPKR dari pihddPKR bisa menyerap sumberdaya yang kemungkinan
Kantor Hak Asasi Manusia UNTAET, menjelaskan kepaia disediakan untuk badan peradilan, yang dengan demikian
Hamutukbahwa salah satu gagasan dasar Komisi ial@brpotensi merusak proses keadilan, meskipun menurunkat
memberikan suatu insentif bagi pengungsi di Timor Barat untbkban kasus pengadilan adalah salah satu argumen yan
kembali ke kampung halaman. Banyak di antara mereka adal@unakan untuk membenarkan pembentukan Komisi.
anggota milisi yang takut mengalami pembalasan dendam kala@ementara itu, UNTAET dan para pemimpin politik Timor
mereka pulang ke komunitas mereka. Mereka yang berpetamosa’e telah berunding dengan para pemimpin milisi yang
penting dalam pembentukan KPKR berharap bahwa paliaurigasi melakukan Kejahatan Serius — bahkan kejahatan
anggota milisi akan memandang “Prosedur Rekonsiliderhadap kemanusiaan — dengan harapan memfasilitas
Komunitas” sebagai mekanisme keadilan yang bisa diterink@mbalinya pengungsi dari Timor Barat. Hubungan antara
sesuatu yang akan menjamin keamanan para pengungsi yamgindingan-perundingan ini dengan KPKR (serta Unit
kembali dengan memenuhi tuntutan individu-individu dakejahatan Berat) tidak jelas. Meskipun kebijakan PBB
komunitas-komunitas atas pertanggungjawaban untoiengabaikan amnesti, sejumlah pemimpin milisi di Timor Barat
kejahatan-kejahatan tingkat rendah. Tetapi, mereka yang terlieéih memintanya, dengan dorongan dari sejumlah pemimpin
dalam membantu pengungsi tidak yakin bahwa KPKR akd&imor Lorosa’e dan pejabat UNTAET, seperti pengakuan akan
membantu, dan khawatir akan menjadi kontra-produktif. Salatiai praktis amnesti” oleh seorang pemimpin Timor Lorosa’e.
satu faktor KPKR yang lebih unik dibandingkan komisi-komidata-kata itu meningkatkan kekhawatiran bahwa pemerintah
sejenis di negeri-negeri lain ialah sifat dari konflik di Timomendatang akan menggunakan KPKR sebagai pengganti keadilal
Lorosa’e. Karena pelanggaran-pelanggaran berat hak asasilenanggapi keprihatinan-keprihatinan tersebut, pejabat-
manusia merupakan akibat dari suatu konflik internasiorzéjabat UNTAET dan ETTA berjanji bahwa KPKR bukanlah
bukannya konflik dalam negeri, sejumlah besar pelaku kejahgt@mgganti untuk keadilan, dan bahwa tidak ada amnesti bag
perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan — anggota-and¢gjthatan Berat. Kenyataannya, menurut mereka, KPKR adalal
tentara Indonesia dan pejabat-pejabat pemerintah Indonesielengkap dari proses keadilan: Dengan menciptakan catatal
berada di luar negeri. Dan bagi orang-orang Timor Lorosa&smi pelanggaran hak asasi manusia, Komisi akan membant
anggota kelompok-kelompok milisi yang diarahkan TNI padaemfasilitasi pertanggungjawaban.
1999, kebanyakan mereka yang disangka melakukan kejahataBelakangan, ada sedikit pemahaman lapis bawah tentang KPKF
paling berat masih berada di Indonesia, tempat mereka melarikéthususnya di antara pengungsi yang masih di Timor Barat. Seper
diri setelah ambil bagian dalam tindakan teror setelalakui Pat Walsh, “Ada keperluan akan informasi umum dan
pemungutan suara referendum UNAMET. Orang-orang sep@«indidikan mengenai prosesnya. Terjadi kekosongan informasi pad
itu kecil insentifnya untuk bekerjasama dengan KPKR karerigi lain perbatasan.” KPKR juga akan menjamin bahwa semua
mereka tidak berhak untuk berpartisipasi dalam “Prosedigktor masyarakat Timor Lorosa’e sadar mengenai tujuan dar
Rekonsiliasi Komunitas.” alasannya kalau komisi ini berharap untuk menarik partisipasi yang
Sementara Komisi punya wewenang untuk meminta dberarti dari mereka dan berdampak nyata pada rekonsiliasi.
mengumpulkan informasi dari saksi-saksi, pejabat-pejabatBaru-baru ini, Kantor Sementara KPKR mengadakan rapat-
pemerintah dan orang-orang di negeri lain, ia tidak punyapat dengan pemimpin-pemimpin pro-otonomi untuk
kekuasaan untuk memaksa siapa saja di luar Timor Lorosaienjelaskan alasan di balik KPKR. Seperti dikemukakan oleh
untuk bekerjasama. Akibatnya,mereka yang paling bertarkgancisco Guterres, seorang anggota Kantor Sementara
gungjawab bagi pelanggaran-pelanggaran berat hak asBsnting bahwa para anggota milisi melihat KPKR memajukan
manusia dari 1975 sampai 1999 tidak akan ambil bagian dakepentingan jangka panjang mereka. Tanpa partisipasi merek;
prosegpenyampaian kebenaran. Kerja Komisi tidak dimaksudkdalam proses rekonsiliasi, mereka akan terisolasi dalam
untuk merekonsiliasikan Timor Lorosa’e dengan Indonesiggmunitas mereka.”
meskipun pengkajian yang berwibawa mengenai rekamarKalau KPKR hendak menarik pengungsi dari Timor Lorosa’e
kekejaman Indonesia di Timor Lorosa’e dari tahun 1975 sampatuk kembali, ia memerlukan kerjasama dari para anggota milisi
1999 suatu hari bisa membantu Indonesia menghadapi sejaratimgikat tinggi yang mengontrol gerak para pengungsi. Tetapi
o kebanyakan pemimpin milisi tidak akan melihat Komisi melayani
Beberapa Keprihatinan kepentingan mereka, karena mereka tidak terlibat dalam
Ada keprihatinan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsembangunnya. Karena Komisi akan mengumpulkan kesaksiar
pemerintah-pemerintah donor, atau pemimpin-pemimpin politikalam suatu proses yang tidak diatur oleh hukum pembuktian
Timor Lorosa’e bisa menggunakan keberadaan KPKR sebagaieka yang melakukan kejahatan yang paling berat bisa taku
alasan untuk tidak bergerak ke depan memproses hukum mehekava proses KPKR bisa menurunkan kemungkinan mereka untul
yang melakukan Kejahatan Berat, meskipun kejahatamendapatkan pengadilan yang a¢l.
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Solidaritas dan Keadilan Internasional

Oleh Paul Barber saat yang sama, ia membatasi yurisdiksi pengadilan padz

“Timor Lorosa’e tidak akan mengikuti jalan orang-orang di  kejahatan yang dilakukan di Dili, Liquica, dan Suai. Meskipun
Nicaragua atau Mozambique yang menganggap bahwa Iangkah ini sedikit Subtansinya (penuntutan belum dimulai, yang
dukungan aktivis intenasional tidak lagi penting setelah membuat pengadilan merupakan bayang-bayang semata)
kemerdekaan dicapai. Kami melancarkan perjuangan Timor ~ banyak pemerintah sekali lagi mengatakan bahwa Jakarta berha
Lorosa’e dengan bantuan orang-orang dari seluruh dunia, atas waktu yang lebih panjang lagi untuk menuntut para pelaku
dan kami akan terus mengingat dan mengandalkan anda kekejaman-kekejaman di Timor Lorosa’e.
pada tahap baru sejarah Timor Lorosa’e ini.” Banyak kelompok aktivis internasional berpendapat bahwa
José Ramos Horta, surat kepada Konferensi  pengadilan harus memiliki yurisdiksi atas semua kejahatan
Solidaritas Internasional Utrecht, Mei 2000  perang dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan yang dilakukax

di,;Timor Lorosa’e sejak invasi Indonesia tahun 1975, termasuk

Sejak berlangsungnya pembumihangusan Timor Lorosa’e p . . .
September 1999, gerakan solidaritas internasional memberi%a?\er“batan dan tanggungjawab komando. Meskipun secara tal

prioritas yang tinggi pada dukungan kepada rakyat Timo(arrhindquan yuri_sdiksi spesifik d_an m_andat pen_gad_il_an
Lorosa’e untuk menuntut pengadilan internasional unt'T(tem"’lS'on"’lI pasti merupakan_has_ll dari k_omproml_ politik,
mengadili Kejahatan terhadap Kemanusiaan yang dilakuka%banyakan penganjur pengadilan internasional yaklr_1 bahwe
oleh militer Indonesia dan milisi-milisi bentukannya di Timoﬁgglj:hgrninygayang bersalah harus mempertanggungjawabka
Lorosa'e. Karena pertimbangan diplomatik banyak menghalangkerja media oleh kelompok-kelompok solidaritas berperan

pimpinan Timor Lorosa’e untuk berbicara keras, dan UNTA- nting dalam meniaga aqar kemunakinan oenaadilan
ET tidak menuntut pembentukan pengadilan internasion%? g jaga ag g peng

= o INternasional masuk dalam pemberitaan pers mengenai masals
suara-suara aktivis global — bersama dengan aktivis-akii

organisasi non-pemerintah dan mahasiswa Timor Lorosa’er:éleiad."an' I?ara a.k tiViS solidaritgs juga tglah melakukan kerja

sering menjadi yang paling keras. penting di Komisi Ha'k'AsaS| Mgnusm PB'B 'd| Jenewa.
Pada bulan Mei 2000, aktivis-aktivis dari Eropa, Amerikgernya_taan Ketua Komisi Hak Asasi mengenai Timor Loro_sa’e

Serikat, dan Indonesia mengadakan pertemuan di Utrechit'd dikeluarkan 2001 (menyatakan kesepakatan pemerintah

Negeri Belanda, dan menegaskan kembali bahwa mereka aﬁ(emerlntah yang berkepentingan), misanya, meskipun jauh dar

L . e‘zslrﬁpurna, lebih baik daripada pernyataan untuk tahun 2000
mendukung upaya-upaya untuk mengadili militer Indonesia ajgs _; - . . . .
: o ~Meskipun tidak menyebutkan pengadilan internasional,
kejahatan mereka dan menyerukan pengadilan internasiona -~ e . . .
i , . . rnyataan tahun ini membuka pilihan tindakan internasional.
khusus untuk Timor Lorosa’e. Hasilnya, pada bulan Juli 20

International Federation for East Timor (IFET) dan lebih darl.ntUk sidang berikutnya Komisi ini, Maret/April 2002, juga
o ) . . . iperlukan upaya-upaya pendekatan yang terencana aga
80 organisasi serta pejuang hak asasi manusia dari seluruh a ; .
) . ' esakan untuk keadilan terus dipertahankan.

menulis surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan. Sur S . ; .

ang senada dikirimkan kepada pemerintah-pemerintah nasion erakan solidaritas internasional bekerja erat dengan
yang ) P P P (?(e?ompok-kelompok gereja, yang — bersama dengan Uskup Belc
dan kepada Uni Eropa.

Sebelumnva. bendekatan vana luas oleh aktivis-aktivis A telah melancarkan inisiatif penting menuntut pengadilan
ya, p >Katan yang iNternasional. Pada Juni 2001, 45 badan bantuan gereja da
merupakan kunci bagi dikeluarkannya hukum yang melar

. i ; ompok hak asasi manusia mengulangi tuntutan ini dalam
pendanaan dan pelatihan untuk militer Indonesia oleh Wase-r Avataan vang dikeluarkan di Canberra pada konferensi do
ington (disebut Amandemen Leahy). Ketentuan hukum iRE Y yang b

menghalangi AS memulihkan kembali hubungan ker'asanqor intemasional mengenai Timor Lorosa'e.
9 9 9 J aKelompok-kelompok pendukung Timor Lorosa’e di Asia

militer bilateral sampal orang-(,)rar_lg yang bertanggungjawelljb a mendesakkan pengadilan internasional. The Free Eas
atas kekerasan di Timor Lorosa’e dibawa ke pengadilan. Hukéwﬁ

ini masih berlaku, meskipun ETAN dan aktivis-aktivis A Imor Japan Coa“t'(.)n. (Koal_|5| _Tlmor Lorosag _I\/Ier_de_ka
. : eEPang) baru-baru ini menjadikan tuntutan ini prioritas
lainnya harus terus-menerus mempertahankannya dari upaya-

upaya Pemerintah Bush untuk memulihkan hubungan mili gmpanyenya, dengan fokus pada pemerlqtah.\]'epang.da
. . anggota-anggota Dewan Keamanan PBB. Di Filipina, Asia-
dengan militer AS-Indonesia.

Berkembang sebuah pola dalam mana Indonesia tefé cific Coalition for East Timor (APCET, Koalisi Asia-Pasifik

melakukan sesuatu untuk mencegah pembentukan penga (w”é uk Timor Lorosa’e) mengusulkan digelarnya Pengadilan

internasional sambil tidak melakukan apa-apa untuk kemaju n[<1yat (dengan penuntut tidak resmi mengajukan bukti kepade
ba-ap gy, panel pakar yang bukan hakim) bisa menjadi jalan yang

keadilan yang sejati. Pemerintah-pemerintah asing sangatir}%ﬂ( untuk mengangkat masalah ini, mengembangkan bukii

memulihkan kerjasama militer dengan Jakarta, atau eng%aarﬁ menciptakan momentum ke arah pengadilan hukum yan
melakukan tindakan efektif untuk memajukan keadilan, . : . S :
smi. Kelompok-kelompok IFET di negeri-negeri lain juga

semuanya terlalu bernafsu menerima perkembangan simb%iils - , O
menljadlkan kampanye keadilan sebagai prioritasnya.

yang sangat kecil diIndonesia dengan menganggapnya sebaqgl Amerika Serikat, East Timor Action Network (ETAN

kemaju'an besar. , . oo . .Jaringan Aksi Timor Lorosa’e) memperjuangkan agar Kongres
Presiden Megawati melanjutkan taktik ini. Sebagai bagian

dari apa vang tampaknva merunakan upava untuk men dormengeluarkan resolusi mendukung pengadilan internasional
payang paxny P pay . N memfasilitasi gugatan hukum kedalam dimana enam

AS memulihkan hubungan militer, ia baru-baru ini merew%lrang korban penyiksaan yang selamat dan keluarga korbar

yurisdiksi pengadilarad hoclndonesia untuk mencakup embunuhan pada 1999 menggugat Letnan Jenderal John

kejahatan-kejahatan yang dilakukan pada bulan April dan S Brni .
. X intang, bekas Wakil Kepala Staf TNI AD. Bulan Septem-
tember 1999, tidak mencakup periode setelah referendum. t?eo[ghakim di Washingtonenjatuhkan keputusan hukuman ganti
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rugi sebesar US$ 66 juta (yang kemungkinan besar tidak akamat dalam sistem peradilan Timor Lorosa’e yang masih bayi itu.
pernah diterima para korban). Hakim memutuskan bahwaGerakan solidaritas juga harus mencari cara-cara lain
“Lumintang bertanggungjawab ‘langsung’ atas tindakamnmntuk memajukan strateginya, karena kebutuhan untuk
tindakan berikut ini: sebagai anggota jajaran ketiga militer Imengakhiri kekebalan hukum juga merupakan perhatian
donesia, ia — bersama-sama dengan anggota-anggota tingtaana kawan-kawan di gerakan hak asasi manusia dan pro
tinggi militer Indonesia lainnya — merencanakan, memerintatiemokrasi Indonesia. Kemungkinan mempersiapkan kasus
kan, dan melancarkan tindakan-tindakan yang dijalankan oleh agagatan hukum terhadap jenderal-jenderal terkemuka dar
buah untuk menteror dan mengusir penduduk Timor Lorosa®enggunakan pengadilan negara-negara seperti Belgia, yan
menindas orang Timor Lorosa’e yang mendukung kemerdekaaemperlihatkan kemauannya untuk melaksanakan yurisdiksi
dari Indonesia, dan menghancurkan infrastruktur Timor Lorosaiaiversal atas kejahatan terhadap kemanusiaan, adalah sua
sesudah pemungutan suara untuk kemerdekaan.” gagasan yang harus difimbangkan dengan sungguh-sungguh
Di Negeri Belanda, kelompok-kelompok hak asasi manusieh gerakan ini. Kelompok-kelompok solidaritas kemungkinan
dan pro-demokrasi melancarkan kampanye besar untakmiliki kesempatan untuk membahas hal ini dan strategi-
mengangkat kekebalan hukum di Indonesia dan mendoratigtegi lain yang mungkin pada konferensi mengenai kekebalar
diajukannya para jenderal yang memimpin kekejaman di Indaskum di Amsterdam, awal Desember nanti.
nesia dan Timor Lorosa’e ke pengadilan. Pencarian keadilan terus-menerus berlangsung, dan
Gerakan solidaritas juga mempertahankan sikap dgerakan solidaritas internasional masih memiliki dukungan
strateginya menghadapi kemauan politik internasional yapgnting yang banyak untuk mengupayakan hal itu dalam
tidak menentu. Gerakan ini harus terus dilanjutkan untgkjarah baru Timor Lorosa’e*

menjamin agar tuntutan-tuntutan bagi keadilan internasiorgzit - —
tidak menghilang. Tanpa tuntutan ini tidak akan ada keadil %E I E?Szr;e:nt;ikuesrfz cljﬁ 33?2;? Z?t&gg%inligflﬁzr&pggﬁe

Indonesia akan sedikit insentifnya untuk mereformasi SiSteerIuruh dunia menulis ke Sekjen PBB Kofi Annan di bulan

peradilannya, sementara masyarakat internasional a i P i
mengurangi dukungamapca-UNTAET untuk kerja Kejahatan b elr di%?gt' ?:rzabsiugg{)?g sama dikirim ke negara-negara

Pengadilan’®
\# Inter-
Inter- R\, g : ; J nasional
nasional {4 - . _

Siapa itu La'o Hamutuk?

Staf Orang Timor: Inés Martins, Thomas (At6) Freitas, Mericio Juvenal, Adriano Nascimento, Jesuina (Delly) Soares [Cabra
Staf Internasional: Pamela Sexton, Mayumi Hachisuka, Vijaya Joshi, Charles Scheiner, Andrew de Sousa
Dewan PenasehatSr. Maria Dias, Joseph Nevins, Nuno Rodrigues, Jodo Sarmento, Aderito de Jesus Soares
Penerjemah: Djoni Ferdiwijaya, José M.C. Belo, Tomé Xavier Jeronimo, Nug Katjasungkana, Antonio M. Lopes

La’o Hamutukberterima kasih kepada pemerintah Finlandia yang mendukung publikasi ini.
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Pengadilan Internasional untuk Timor Lorosa’e?

Oleh Jon Cina yang terjadi 1999 adalah serangan terhadap UNAMET, yang

Selama kampanye pemilihan umum Majelis Konstituanf€ngan demikian menentang otoritas Dewan Keamanan.
belum lama ini, muncul seruan-seruan agar Perserikata-@poran Komisi Penyelidik Internasional untuk Timor
Bangsa-Bangsa membentuk pengadilan internasional unk@¢osa’e yang dibentuk PBB pada bulan Januari 2000
menyelidiki dan mengadili para pelaku kejahatan yadgerekomendasikan pengadilan internasional, tetapi
dilakukan selama pendudukan Indonesia terhadap Tinwgkretaris Jenderal dan Dewan Keamanan PBB
Lorosa’e. Seruan ini mencerminkan kekecewaan yang IU§nginginkan pendekatan paralel yang memfokuskan pade
dan mendalam terhadap upaya-upaya sekarang ini y&Hgem-sistem peradilan domestik. Jadi, Indonesia didesak
dilakukan UNTAET dan Indonesia untuk menghadapka#tuk menyelidiki dan menuntut orang-orang yang berada
para pelaku ke pengadilan. Hasilnya, dalam berbagai seldbwilayah yurisdiksinya, sementara PBB membentuk Unit
masyarakat Timor Lorosae terbangun momentum unttfigjahatan Berat di dalam UNTAET untuk menjalankan
menjamin terbentuknya lembaga seperti itu. penuntutannya sendiri.

Meskipun ini bukan tuntutan baru, masih sediﬁié kah P dilan | . | bi
pembahasan yang dilakukan mengenai apa dan bagai R& f?l engadilan Internasional bisa
sebuah pengadilan internasional bisa benar-berfaliektif?
memajukan perjuangan keadilan di Timor Lorosa’e. Karet@sulitan yang paling konkret dengan pertangunggjawaban
itu tulisan ini membahas sejumlah pendapat yang mendukunguk kejahatan di masa lalu ialah bagaimana mendapatkar

dan menentang pengadilan internasional itu. orang-orang yang paling bertanggungjawab, yang sebagiar
) _ besar tetap berada di Indonesia di bawah kontrol suatu
Mengapa Pengadilan Internasional? pemerintah dan militer yang tidak mau bekerjasama. Unit

Sebuah pengadilan internasional adalah suatu lembaga yi&aghatan Berat telah gagal untuk mendakwa atau menuntu
terdiri dari hakim, penuntutan, penyelidikan, pembelarang-orang seperti itu. Akan tetapi, sebuah pengadilan
hukum, dan administrasi, yang dibentuk untuk menanganternasional meskipun memiliki kekuasaan besar untuk
kejahatan-kejahatan tertentu yang dianggap serius sehingganerintahkan kepatuhan negara, agaknya mustahil untuk
memprihatinkan masyarakat internasional seluruhnyaengatasi dilema ini. Hal ini disebabkan karena penolakan
Dewan Keamanan PBB, bertindak demi kepentingalakarta untuk bekerjasama dengan pengadilan internasione
masyarakat internasional, bisa menggunakan wewendalan ketidakmungkinan sekutu-sekutu kuat Indonesia, yang
khususnya untuk membentuk pengadilan ini. Dewdranyak di antaranya menjadi anggota Dewan Keamanan
Keamanan juga bisa memberikan kepada pengadilan y&gB, untuk melakukan tekanan agar Indonesia mau
dibentuk kekuasaan hukum untuk memerintahkan negab@kerjasama.
negara untuk memberikan bantuan. PBB mengangkat hakinPengadilan-pengadilan internasional lain umumnya
dan jaksa penuntut internasional untuk menjadi sthérhasil dalam mendapatkan tersangka. Tetapi ini lebih
pengadilan yang dibentuk itu. Jenis lain yang lebih baroerupakan hasil dari keadaannya yang khusus, bukan dar
adalah PBB mengadakan perjanjian dengan pemerintah sigdaiusnya sebagai pengadilan internasional: di Jerman dal
negara untuk membentuk pengadilan khusus, yang bipang, tentara asing menguasai kedua negeri ini dan bis
disahkan oleh Dewan Keamanan. PBB sekarang imienjamin kehadiran para pelaku utama di pengadilan
merundingkan perjanjian semacam ini dengan Sierra Leddgremberg dan Tokyo, sedang di Rwanda, pemerintah-
dan Kampuchea. Berbeda dengan pengadilan yang diberpakherintah nasional dan regional yang bersikap mendukung
langsung oleh Dewan Keamanan, lembaga ini terdiri ddglah menangkap para tersangka dan membuat mereka bis
sejumlah hakim lokal, yang dipilih oleh PBB dan pemerintatiajukan ke pengadilan.
nasional yang bersangkutan. Timor Lorosa’e menghadapi keadaan yang lebih mirip
Dianggap bahwa pengadilan yang dibentuk oleh PBB atdggoslavia, dimana sejumlah negeri memberikan
nama masyarakat dunia akan memiliki legitimasi dan otoritperlindungan kepada orang-orang yang diduga melakukan
yang lebih besar daripada pengadilan domestik di Timkejahatan oleh Pengadilan Kejahatan Internasional untuk
Lorosa’e dan Indonesia. Pengadilan ini bisa punya wewenddgkas Yugoslavia. Meskipun mandat Pengadilan Kejahatan
untuk memerintahkan negara-negara, termasuk Indondsiternasional untuk Bekas Yugoslavia dari PBB meliputi
dan Australia untuk bekerjasama dengan memberikan buigkuasaan untuk memerintahkan pemerintah-pemerintah
yang relevan, seperti bahan intelijen, dan mengirimkan eremberikan bantuan kepadanya, dan ada pasukan milite
ang-orang yang disangka sebagai pelaku yang tinggalngiltinasional di wilayah ini yang memiliki wewenang untuk
dalam wilayah mereka. Jika Indonesia atau pemerintah laienangkap para tersangka, diperlukan waktu bertahun-tahur
menolak, menurut teori, pengadilan bisa mengajukamtuk mengubah prioritas negeri-negeri Barat yang kuat agar
ketidakpatuhan tersebut kepada Dewan Keamanan agkhirnya mereka mau melakukan desakan kepada
diambil tindakan tertentu. Pengadilan internasional yamgmerintah-pemerintah untuk menyerahkan orang-orang
diusulkan dan kantor penuntutannya secara potensial bigag paling tinggi tanggungjawabnya sebagai pelaku. Arti
menjadi pejuang keadilan yang vokal dan secara moral kyznting ekonomi dan strategis Indonesia bagi negara-negar:
Pengadilan internasional juga bisa dipandang sebayahg mendominasi Perserikatan Bangsa-Bangsa umumny:s
tanggapan yudisial yang tepat untuk kejahatan sistemajdsjh lebih besar dibandingkan Yugoslavia. ltulah sebabnya,
biadab, dan berkelanjutan yang terjadi di Timor Lorosa’eforitas pengadilan internasional sekalipun tidak bisa
terutama karena satu unsur dari kebijakan di balik kejahatagngatasi hambatan-hambatan politik terhadap tekanar
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internasional yang efektif kepada pemerintah Indonesia untakn, Unit Kejahatan Berat yang direstrukturisasi punya
mengirimkan tersangka. potensi untuk mencapai banyak dari tujuan yang berusahe
Hambatan besar lain yang akan dihadapi pengadilditapai para pendukung pengadilan internasional.
internasional adalah dana. Sejak dibentuk pada 1993 dabiperparah oleh managemen yang lemah, mandat yang
1994, Pengadilan Kejahatan Internasional untuk Bekas Mditafsirkan secara sempit dan dukungan politik serta finansial
goslavia dan saudara kembarnya Pengadilan Kejahayang tidak memadai, Unit Kejahatan Berat kecil kredibilitasnya
Internasional untuk Rwanda menghabiskan dana sebesar dEfilepan mata orang Timor Lorosa’e atau aktor-aktor
700 juta. Pengadilan untuk Yugoslavia diperkirakamternasional. Tetapi ada alasan-alasan persuasif untuk teru
beroperasi sampai 2020. Pengeluaran dan masa kengndukungnya. Bertindak bersama-sama Panel Khusus untul
merupakan tanda dari keberhasilan kedua pengadilan tersédmjhhatan Berat, unit ini adalah suatu proses dengan manda
dalam menciptakan sistem keadilan pidana internasiomiari Dewan Keamanan untuk menyelidiki dan mengadili para
yang bisa bekerja meskipun terbatas, suatu keberhasilan ypelgku. Karena itu ia memiliki banyak otoritas dan legitimasi
jauh melampaui perkiraan atau tujuan mereka yarygng akan diberikan oleh pengadilan internasional, dan
menciptakan dua pengadilan itu. Tetapi keberhasilan ini jugeandekatan yang lebih kreatif dan aktif bisa dilakukan dengan
merupakan jaminan tertinggi bahwa masyarakatenggunakan mandatnya untuk meningkatkan tekanan terhada
internasional tidak akan kembali memasuki komitmen yarmgdonesia, melalui UNTAET, Dewan Keamanan, dan diskusi-
terbuka ujungnya untuk menemukan dan mengadili patskusi bilateral langsung.
pelaku dalam keadaan apa pun. Upaya-upaya yang sekaranggi pula, Unit Kejahatan Berat dan Panel Khusus Kejahatan
untuk membentuk pengadilan Perserikatan Bangsa-Bang§saat berada di Timor Lorosa’e dan perlu sepenuhnya
di Kampuchea dan Sierra Leone mengisyaratkan bahwmalibatkan orang Timor Lorosa’e dalam kerjanya, dua unsur
hanya akan ada dukungan yang memadai untuk badan pidsargat penting dalam menjamin bahwa keadilan bisa diperoleh
internasional yang bentuknya sangat terbatas bagi Tintan melibatkan masukan dari, rakyat Timor Lorosa’e. Akan
Lorosa’e. tetapi tidak ada jaminan bahwa sebuah pengadilan internasione
Keputusan yang sulit mengenai siapa yang akan diadikan berlokasi di Timor Lorosa’e atau akan melibatkan staf
dalam keadaan seperti itu, bisa membuat banyak orang tid@kor Lorosa’e dengan efektif. Tanpa keterlibatan itu, setiap
puas, sama dengan proses UNTAET dan Indonesia sekanapgya untuk menggunakan mekanisme peradilan untuk
ini. Memang sebuah pengadilan internasional bisaenangani kekerasan massal yang dilakukan di Timor Lorosa’e
memperparah ketegangan yang sudah ada mengenai spgs#i akan merendahkan harapan rakyat Timor Lorosa’e.
yang bertanggungjawab. Timor Lorosa’e bisa menghadapiOleh karena itu, potensi sistem yang sekarang harus diuiji
keadaan yang sama dengan Rwanda, dimana para pekdthelum menerapkan mekanisme keadilan pidana alternatif. In
tingkat rendah diadili relatif lebih cepat tetapi dengaharus dimulai dengan reformasi radikal dan sungguh-sunggut
penegakan hukum yang tidak kuat oleh sistem sistestnuktur, personil, dan pendanaan Unit Kejahatan Berat dan
peradilan Rwanda yang lemah, sementara para pelaku tindgdaatitor-kantor yang terkait.
tinggi tetap bebas atau diadili dengan jangka waktu yangSebagai bagian dari upaya ini, PBB pertama-tama harus
lama, dengan penghormatan penuh pada proses hukum yaegerintahkan peninjauan pakar terhadap operasi Unit
adil oleh Pengadilan Internasional untuk Rwanda, yaikgjahatan Berat dan Panel Khusus Kejahatan Berat serte
bertempat di luar negeri. Oleh karena itu, hubungan anté&ersungguh-sungguh menjalankan rekomendasinya. UNTAET
pengadilan internasional, Unit Kejahatan Berat, dan Komjsiga harus merelokasi Unit Kejahatan Berat, Panel Khusus, dar
Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi memerlukpeambela hukum di luar struktur pemerintah untuk
pertimbangan yang rinci. memperlihatkan pentingnya pertanggungjawaban bagi
Juga akan ada jeda waktu yang tak terhindarkan antkegahatan masa lalu. Lebih jauh, UNTAET harus menambah
keputusan pembentukan pengadilan internasional dgenuntut, pembela, penyelidik, dan staf profesional lainnya serte
pelaksanaan penyelidikan dan sidang pengadilamarus merekrut personil Timor Lorosa’e untuk mendampingi
Pengalaman pengadilan-pengadilan lain memperlihatkarang internasional.
bahwa diperlukan waktu bertahun-tahun untuk Selain itu, Unit Kejahatan Berat harus segera menyusun
merundingkan kesepakatan tentang pandangan berbdgdijakan tentang kejahatan yang dilakukan sebelum 1999.
negara mengenai mandat dan kekuasaan hukum pengadil&iTAET harus memulai program pendidikan masyarakat yang
untuk memaksakan kerjasama. Mendapatkan dana dan mamanyeluruh untuk menyebarluaskan informasi mengenai prose:
pekerjakan staf yang berkeahlian — yakni menerjemahkpartanggungjawaban pidana di seluruh Timor Lorosa’e,
komitmen menjadi tindakan — biasanya juga merupakaementara para staf Unit Kejahatan Berat harus berbasis, da

proses yang lamban dan rumit. Panel Khusus harus mampu bersidang, di luar Dili secepat
_ _ _ mungkin. Harus dipertimbangkan pembentukan komite
Alternatif untuk Pengadilan Internasional? konsultasi yang terdiri dari organisasi-organisasi non-

Sistem Indonesia dan UNTAET sangat cacat; banygkmerintah Timor Lorosa’e dan internasional serta kelompok-
dukungan untuk pengadilan internasional didasarkan paagdompok lain yang berkepentingan untuk memfasilitasi
kegagalan keduanya. Meskipun demikian ada pendapangiriman informasi dan pandangan-pandangan dari Unit
bahwa tidak ada yang bisa dilakukan untuk memperbalkejahatan Berat, Panel Khusus, dan pembela hukum tersangke
kemampuannya. Ini mungkin benar untuk Indonesia; dalamUntuk mempertimbangkan pilihan keadilan setelah
jangka pendek dan menengah beralasan untkémerdekaan, UNTAET harus mensponsori sebuah konferens
memperkirakan bahwa Jakarta akan terus menghindang baik yang akan melibatkan wakil-wakil organisasi-
pemeriksaan peradilan terhadap peranan para pejabat tinga@janisasi Timor Lorosa’e dan internasional, berbagai sektor
atau mengirimkan mereka ke yurisdiksi alternatif. Pada pihedasyarakat sipil, dan pakar hukum internasiofal.
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Kronologi Keadilan dan Pertanggungjawaban untuk Timor Lorosa’e
September 1999 — Oktober 2001

1999 dilakukan pada skala luas atau sistematis atau keduanya.
Mereka merekomendasikan “Dewan Keamanan ... untuk

22 September Pemerintah Habibie memberikan persetujuanmempertimbangkan pembentukan pengadilan kejahatan

pada Komnas HAM untuk membentuk Komisi Penyelidik internasional” kecuali Jakarta menghasilkan hasil yang bisa
Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP-HAM) untuk dipercaya dari penyelidikan dan penuntutan yang dijanjikan
menyelidiki kejahatan hak asasi manusia yang terjadi antargrhadap merekang bertanggungjawab atas teror 1999 di Timor

Januari dan Oktober 1999. Lorosa’e “dalam beberapa bulan.” Pengadilan ini, tegas mereka

23 SeptemberMary Robinson, Komisaris Tinggi PBB Urusan “harus memiliki yurisdiksi atas semua kejahatan berdasarkan
Hak Asasi Manusia, menyerukan penyelidikan internasionafiukum internasional yang dilakukan oleh pihak mana pun di
untuk pembantaian orang sipil di Timor Lorosa’e, mengatakar¥Vilayah ini sejak kepergian Penguasa kolonial [Portugal].
bahwa pasukan keamanan Indonesia terlibat dalam

penghancuran. 2000

27 September Komisi PBB Urusan Hak Asasi Manusia ) ) ) )
(UNCHR) mengeluarkan resolusi 1999/S-4/1 dalam sidadgnuar: UNTAET mengangkat sejumlah hakim dan jaksa
luar biasa di Jenewa. Resolusi ini meminta Sekretaris Jendergftama Timor Lorosa’e.

Kofi Annan untuk membentuk komisi internasionaBl Januari: Laporan Komisi Penyelidikan Internasional untuk
penyelidikan pelanggaran berat hak asasi manusia di Timofimor Lorosa’e yang dibentuk PBB menyimpulkan dengan
Lorosa’e. Resolusi ini juga meminta Pelapor Khusus tentangnenyerukan kepada PBB untuk “membentuk sebuah
eksekusi di luar hukum, cepat atau sewenang-wenang, Pelapoeengadilan hak asasi manusia internasional yang terdiri dari
Khusus tentang penyiksaan dan Pelapor Khusus tentangakim-hakim yang diangkat oleh Perserikatan Bangsa-
kekerasan terhadap perempuan, sebab-sebab dan akibBangsa” — satu langkah, menurut Komisi ini, “yang
akibatnya untuk menjalankan misi ke Timor Lorosa’e danfundamental bagi stabilitas sosial dan politik masa depan
melapor kembali kepada UNCHR dan Majelis Umum. Timor Lorosa’e.” Komisi ini menemukan bukti “pola

28 September Pemerintah Indonesia menolak penyelidik Pelanggaran berat hak asasi manusia” dan mengungkapka

internasional, tetapi meminta kerjasama UNCHR dengaﬁ‘pandangar_\ bahwa Angkatan Bersenjata Indonesia
penyelidikannya sendiri. UNCHR menerima. bertanggungjawab atas intimidasi, teror, pembunuhan, dan

i . i tindakan-tindakan kekerasan lainnya.” Bahwa “‘tindakan-
8 Oktober: Presiden B.J. Habibie menandatangani peraturay, yakan melanggar hukum hak asasi manusia dan hukurr

pemerintah yang memungkinkan Komnas HAM membentukyymanjter internasional di Timor Lorosa’e diarahkan terhadap
pengadilan untuk menuntut orang-orang sipil dan militer Yangenutusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

melakukan pelanggaran hak asasi manusia di masa depgjh pertentangan dengan kesepakatan yang dicapai ole
Parlemen Indonesia menolak peraturan ini pada Maret 200Q,4onesia dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa untul

15 Oktober. Kantor Komisaris Tinggi Urusan Hak Asasi menjalankan keputusan Dewan Keamanan.”
Manusia mengangkat suatu tim terdiri dari lima pakar untuk Pada hari yang sama, KPP-HAM mengeluarkan laporannya
melakukan penyelidikan internasional. yang menyatakan bahwa “pelanggaran-pelanggaran berat ha
25 Oktober. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi@sasi manusia fundamental telah dilakukan dengan cara terencar

1272/1999, membentuk UNTAET. Pada hari yang samagistematis, dan skala luas dalam bentuk pembunuhan masse
Indonesia secara resmi mundur dari Timor Lorosa’e darPenyiksaan dan penyerangan, penghilangan paksa, kekerasz
menyerahkan otoritas kepada Perserikatan Bangsa-Bangs#erhadap perempuan dan anak-anak (termasuk perkosaan dk
perbudakan seksual), migrasi paksa, politik bumi hangus, dar

. L o h ran harta-benda.” Laporan ini ra khusus menyebi
Lorosa’e. Meskipun ada keinginan untuk mengunjungi Jakart enghancuran harta-benda.”Laporan ini secara khu Y

. . ? . -~ i i 1 M
dan Timor Barat sebagai bagian dari penyelidikannya, merek@?%ié?giig x\r/:\?:rt?\}l gf;?rlrl]ma TNI pada 1999 dan Mayor

tidak melakukannya karena pemerintah Indonesia tidak Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid menolak
menanggapi permintaan mereka. . : L . ,

_ _ rekomendasi ICIET mengenai pengadilan internasional, tetapi
21 November Richard Holbrooke, dutabesar pemerintah mengemukakan dukungan bagi penyelidikan dan pengadilan
Clinton untuk PBB, menyerukan Indonesia untuk nasional terhadap sekurang-kurangnya 33 orang yang

bertanggungjawab penuh atas kejahatannya pada konferengsangka melakukan kejahatan berat.
pers di Jakarta.

4-10 NovemberTiga Pelapor Khusus PBB mengunjungi Timor

_ Februari: Jaksa Agung Indonesia Marzuki Darusma
Desember INTERFET menyerahkan otoritas penuh atas menyatakan bahwa diperlukan tiga bulan untuk memutuskan
penyelidikan kejahatan berat dan berkas-berkas kasusn)@pakah mengajukamirttutan hukum terhadap mereka yang
kepada CivPol. disangka melakukan kejahatan oleh penyelidikan Komnas HAM.

10 DesemberLaporan para Pelapor Khusus PBB menyebutka® Februari: Menanggapi laporan tersebut, Dewan Keamanan PBB
TNI, bersama milisi, melakukan “pembunuhan, penyiksaanmenyerukan Indonesia agar mengadili para pelaku “secepa
kekerasan seksual, pemindahan penduduk secara paksa, qafingkin” dan “melakukan proses hukum yang cepat, menyeluruh,

persekusi serta tindakan-tindakan lain yang tidak manusiawifekiif, dan transparan, yang sesuai dengan standar internasion
termasuk perusakan harta-benda,” kejahatan-kejahatan “yangntang keadilan dan proses hukum yang adil.”
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22 Maret: Administrator Transisi Timor Lorosa’e Sergio de Jakarta untuk mengadili pelanggaran-pelanggaran hak asas
Mello secara resmi memindahkan tanggungjawab atasnanusia yang terjadi di Timor Lorosa’e bisa menimbulkan
penyelidikan “kejahatan berat” kepada unit khusus di dalanpukulan balik. “Kami juga bisa menuntut [ganti rugi]
CivPol yang diketuai oleh Unit Hak Asasi Manusia UNTAET. pemerintah Belanda dan Jepang untuk kejahatan perang yan

6 April : UNTAET dan pemerintah Indonesia menandatanganfilakukan s_el_a:ma perang kemerdekaan dan pendudukar
sebuah Memorandum Kesepahaman (Memorandum offereka disini,” katanya.
Understanding) tentang pertukaran dan kerjasama huk8@. Oktober. Xanana Gusmao memperingatkan agar tidak
Dokumen ini mewajibkan kedua pihak untuk “melakukan terlalu memusatkan perhatian pada pribadi-pribadi pemimpin
tindakan saling membantu yang seluas mungkin.” Tetapmilisi, menyatakan bahwa pertanggungjawaban untuk
penguasa Indonesia tidak bekerjasama, tidak memberikakejahatan 1999 tidak bisa “dipribadikan.” la menyatakan
akses kepada para penyelidik UNTAET untuk menemui saksibahwa harus dilakukan usaha yang lebih besar untuk
saksi ketika para penyelidik ini beberapa kali pergi ke Jakartanenghadapkan para jenderal Indonesia ke pengadilan.

untuk melakukan wawancara. 4 November Sergio Vieira de Mello menyatakan bahwa Jakarta

6 Juni: UNTAET membentuk kantor penuntut untuk memimpin berhak atas “waktu yang lebih panjang” untuk membuktikan
penyelidikan kejahatan berat. Juga membentuk Panel Khuslk&sungguhannya mengenai penyelidikan dan pengadilan
untuk Kejahatan Berat di Pengadilan Distrik Dili. Setiap panelmereka yang bertanggungjawab atas kejahatan 1999.

terdiri dari satu orang hakim Timor Lorosa’e dan dua oragdnovember Parlemen Indonesia mengeluarkan undang-

hakim internasional. Panel punya wewenang untuk mengadiynqang mengenai pembentukan pengadilan hak asasi manusi
kasus-kasus genosida, kejahatan perang, penyiksaan dan

kejahatan terhadap kemanusiaan (tanpa memandafyember Jaksa Agung Indonesia Marzuki Darusman

waktunya) serta pembunuhan dan penyerangan seksual antiignyatakan bahwa pemerintahnya akan mengadili 22 oran
1 Januari dan 25 Oktober 1999. tersangka yang terlibat kejahatan terhadap kemanusiaan d

. : . . Timor Lorosa’e pada Januari 2001.

4 Juli: Lebih dari 50 orang Timor Lorosa’e yang menyebut . i
dirinya “Aliansi 1975-1999 untuk Keadilan” berkumpul di20 Nover,nber Sebuah misi Dewan Keamanan PBB ke Timor
depan Kantor Penghubung Amerika Serikat di Dili. Kelompok -0rosa’e dan Indonesia mengeluarkan laporan, mencatat
ini mengajukan serangkaian tuntutan yang berkaitan denga@hwa "UNTAET menghadapi kesulitan berat dalam
keterlibatan AS dalam invasi dan pendudukan Indonesid€mPawa ke pengadilan orang-orang yang bertanggungjawal
terhadap Timor Lorosa’e, termasuk pembukaan dokumend!@s Pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi di Time
dokumen pemerintah, penyelidikan dan permintaan maaforosa’e tahun 1999.” Laporan ini mendesak “agar dilakukan
resmi, ganti rugi, dan dukungan aktif bagi pengadilan/@ngkah-langkah untuk mengatasi masalah ini untuk
kejahatan internasional. menanggapi keinginan rakyat Timor Lorosa’e akan keadilan.”

Selama kunjungan ke Indonesia, pemerintah Indonesia
menegaskan kembali komitmennya untuk menyelidiki dan
mengadili mereka yang disangka terlibat kejahatan 1999.

5 Juli: The International Federation for East Timor (Federasi
Internasional untuk Timor Lorosa’e) mengirimkan surat

kepada Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan yan

ditandatangani oleh 80 kelompok dari seluruh dunia. Par@esemberSebuah koalisi “organisasi-organisasi dan gereja-
penandatangan menyerukan kepada Sekretaris Jende@frela Kristen yang telah lama bermitra dengan kongregasi-

“untuk merekomendasikan kepada Dewan Keamanan againgregasi Katolik dan Protestan di Timor Lorosa’e

mengambil langkah segera untuk membentuk pengadilaff’€ngeluarkan pernyataan menyerukan “pengadiahoc
internasional bagi Timor Lorosa’e.” Internasional dengan partisipasi Indonesia dan Timor

R Lorosa’e.”
Awal Agustus. Sebuah pertemuan umum di Dili dengan

Komisaris Tinggi PBB Urusan Hak Asasi Manusia Mary-L DeSemberUNTAET mengumumkan 12 dakwaan pertama
Robinson, orangimor Lorosa’e menyerukan pengadilan untuk kejahatan berat yang dilakukan 1999. Kebanyakan yang

internasional untuk mengadili kejahatan-kejahatan sebelum 199§/dakwa adalah anggota milisi tingkat rendah yang telah
ditahan. Salah satu dakwaan menyebut kejahatan terhada

18 Agustus Parlemen Indonesia mengeluarkan amandemefemanysiaan dan melibatkan pejabat Indonesia yang sekaran
konstitusi yang melarang pengadilan sesuatu yang pada saa 2 4a di Indonesia.

dilakukan tidak merupakan pelanggaran hukum, ini berpotensi
melarang pengadilan kejahatan perang atau kejahatan terhadap
kemanusiaan yang dilakukan di Timor Lorosa’e sebelu001
dilakukannya amandemen ini.

_ L _Januari: Pengadilan Kejahatan Berat pertama dibuka oleh Panel
28 Agustus Berbagai organisasi solidaritas dan aktivis knhysus Pengadilan Distrik Dili. Bekas anggota milisi Jodo

individual menulis surat kepada delegasi-delegasi Kongregernandes mengakui melakukan pembunuhan terhaday
CNRT, menyatakan keprihatinan mengenai tidak adanyaegrang aktivis pro-kemerdekaan.

pembahasan CNRT mengenai pembunuhan massal

n , ,
penghancuran yang dilakukan selama kurun waktu 19795% Januari. Human Rights Watch mengeluarkan pernyataan

1999, dan perlunya pertanggungjawaban bagi kejahatarf'€ngungkapkan bahwa “Tidak ada bukti —di Jakarta maupun
kejahatan tersebt. Dili — tentang strategi sistematis untuk mengadili komandan-

_ komandan tertinggi milisi atau perwira-perwira militer
31 Agustus Dalam pertemuan dengan delegasi anggotangonesi di belakang mereka.” “Semua pelaku kunci

Parlemen Eropa yang berkunjung, Menteri Kehakiman darkekerasan 1999 masih tetap di Indonesia, dan pengadilar

Hak Asasi Manusia Indonesia Yusril Ihza Mahendra sepenuhnya tidak bisa dijalankan,” kata seorang jurubicara
memperingatkan bahwa tekanan internasional terhadagrganisasi ini.
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Sebuah panel terdiri dari tiga hakim menghukum Jodo Ketika mengunjungi Jakarta, Xanana Gusmao mengatakar
Fernandes 12 tahun penjara. kepada wartawan bahwa pembentukan pengadilan

30 Januart Dua puluh sembilan anggota Kongres AS menulis surafNtérnasional “bukan prioritas bagi saya,” dan bahwa
kepada Menteri Luar Negeri AS Colin Powell menyatakan, mangatasi m:asalah sosial dan ekonomi Timor Lorosa’e itu
“Sekarang waktunya bagi pemerintah AS untuk mendukung tanpPin penting.
syarat pengadilan internasional untuk kejahatan perang @&April: Forum NGO Timor Lorosa’e mengkritik pernyataan
kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Timor Lorosa’eXanana dan menegaskan bahwa pengadilan internasione

6 Februari: Panel Khusus Pengadilan Distrik Dili mengeluarkan Narus “sungguh-sungguh dipertimbangkan” karena tidak
dakwaan kedua kejahatan terhadap kemanusiaan, mendakwa ifgnya kemajuan Indonesia dala1m mengadili mereka yang

orang, termasuk seorang perwira TNI atas pembunuhar€ribat kejahatan di Timor Lorosa’e.

perkosaan, penyiksaan, pencabutan kebebasan secara mela@aApril: Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid

hukum, perlakukan dan persekusi tidak manusiawi darmengesahkan pembentukan pengadilan hak asasi manusi

merendahkan martabat, kejahatan-kejahatan tersebut terjadintuk Timor Lorosa’e yang hanya akan mengadili kejahatan

sebelum dan sesudah konsultasi rakyat di sub-distrik Lolotoggang dilakukan setelah konsultasi rakyat Agustus 1999.

distrik Bobonaro, oleh para anggota TNI dan milisi lokal. 23 April: Uskup Carlos Belo menyerukan pengadilan

14 Februari: Menteri Luar Negeri Alwi Shihab kepada para anggotainternasional untuk mengadili kejahatan terhadap
Parlemen Indonesia mengaku bahwa pemerintah telah berhakémanusiaan yang terjadi di Timor Lorosa’e, sama dengan
mengubah pelanggaran hak asasi manusia di Timor Lorosa’e dgang dibentuk untuk Rwanda dan bekas Yugoslavia. “Kami
masalah internasional menjadi masalah nasional. “Pokoknydidak mempercayai penyelidikan yang sedang dilakukan di
Indonesia menolak menyerahkan warganegaranya [kepada bad#akarta,” katanya.

peradilan interasional],” katanya. 24 April: Suratkabar-suratkabar di Australia menyiarkan
5 Maret: José Ramos Horta mengatakan bahwa “Kalau Indonesiaporan yang dibocorkan “Crimes Against Humanity in East
membuktikan tidak mampu membawa para tersangka kd&imor, January to October 1999: Their Nature and Causes”
pengadilan, kami yakin bahwa Dewan Keamanan PBB akan tidafkejahatan terhadap Kemanusiaan di Timor Lorosa’e, Januari
punya alternatif selain membentuk pengadiéinoauntuk Timor ~ sampai Oktober 1999: Sifat dan Penyebabnya] yang disusun
Lorosae.” oleh diplomat pensiunan Australia James Dunn. Jaksa Agunc

14 Maret: The Free East Timor Japan Coalition (Koalisi Timor UNTAET telah memintanya menyusun laporan sepanjang 60

Lorosa’e Merdeka Jepang) menulis surat kepada Menteri Ludt@maman itu, tetapi memutuskan untuk tidak
Negeri Jepang Yohei Kono. Kelompok ini menyerukan Méngumumkannya. Dunn menyimpulkan bahwa
pemerintah Jepang mengupayakan keluamya resolusi yan&enghancuran besar-besaran, deportasi, dan pembunu_ham
menyerukan “pembentukan pengadilan internasional untulPulan September pada dasarnya adalah suatu operasi yar
mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perdigencanakan dan dilaksanakan oleh TNI, dengan partisipas
yang terjadi di Timor Lorosa’e” pada pertemuan Komisi Hak MIls, untuk meng_hukum r_z%’kyat Timor Lorosa’e atas pilihan
Asasi Manusia PBB mendatang. Koalisi juga menyerukarfnereka menolak integrasi.

pemerintah Jepang untuk mengupayakan “klarifikasi, seba@&iApril: Amnesty International menanggapi “dengan cemas”
bagian dari penyelidikan kejahatan terhadap kemanusiaan dgrengadilan hak asasi manusia di Jakarta, menyebutnya sebag

kejahatan perang yang dilakukan di Timor Lorosa’'e, tentangindakan “satu langkah maju, dua langkah

pertanggungjawaban negara-negara yang memberikan bang4a i - sydney Morning Heralhemperoleh dan menyiarkan
finansial, senjata, dan dukungan diplomatik kepada pemerlntak]aporan rahasia” yang dibuat oleh Kejaksaan Agung

dan militer Indonesia.” Indonesia yang menegaskan bahwa militer mengarahkar
Maret: UNTAET meminta Markas Besar PBB mengirimkan pakar kekerasan dan teror sesudah rakyat Timor Lorosa’e memilih
Mary Fisk ke Timor Lorosa’e untuk menyelidiki persoalan yang kemerdekaan dengan dukungan dana pemerintah.”

dihadapi Unit Kejahatan Berat. Laporannya, yang tidak bisayei: sekretaris Jenderal Komnas HAM Asmara Nababan
diperolehLa’o Hamutuk menyebutkan beberapa orang di Unit menyerukan revisi terhadap keputusan presiden mengena
Kejahatan Berat sebagai penghalang bagi efektivitas. Tujuh bul ngadilan kejahatan yang terjadi di Timor Lorosa’e sebelum
kemudian, orang-orang yang disebutkan ini masih berada pa mungutan suara konsultasi rakyat 1999.

posisinya, dan sangat sedikit yang dilakukan untuk melaksanakan

rekomendasi Mary Fisk, meskipun kesimpulannya secara pri ei: Sebuah pengadilan Timor Lorosa’e mengeluarkan
diakui oleh pimpinan UNTAET. dakwaan lain kejahatan tehadap kemanusian, yang berkaital

_ _ dengan tindakan yang dilakukan di distrik Liquica oleh TNI
18 April: Sekretaris Jenderal Komnas HAM Asmara Nababarnyan milisi.

menyatakan untuk pertama kalinya ia menyetujui

pembentukan pengadilan internasional untuk Timor Lorosa® Mei: Patrick Burgess, kepada Unit Hak Asasi Manusia
menyatakan bahwa “itu adalah satu-satunya jalan untulNTAET mengkritik sempitnya mandat pengadilan hak asasi
mendapatkan keadilan.” manusia yang akan dibentuk Indonesia. “Agar yurisdiksi

. . . . pengadilanad hochak asasi manusia bisa dipercaya,
19 April: Ketua Komisi Hak Asasi Manusia PBB, Leandro mangamya harus diperluas untuk mencakup seluruh tahur
Despouy memperingatkan bahwa kalau Jakarta tlda|ﬁ_999’n katanya.
melakukan tindakan menentukan untuk mengadili para . . ) .
pemimpin militer, polisi, dan milisi yang bertanggungjawaﬂ Mei: Se_buah pengadilan dl‘:]akarta mengadlll enarp orang
bagi kekejaman-kekejaman di Timor Lorosa’e, PBB bisa/ndonesia untuk perbuatan “memancing kekerasan” dalam

memutuskan membentuk pengadilan internasional. konteks pembunuhan tiga orang pekerja internasional
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UNHCR di Atambua, September 2000. Mereka dijatutd4 Agustus Amnesty International menulis surat kepada
hukuman dari 10 sampai 20 bulan. Meskipun sekurangMegawati Sukarnoputri dan mengajukan keberatan
kurangnya tiga dari enam orang tersebut mengaku menikaterhadap kelambanan dalam mengadili orang-orang yang
korban, hakim memutuskan bahwa tidak cukup bukti untukdiduga terlibat kejahatan terhadap kemanusiaan sebelun
menyatakan mereka bersalah melakukan pembunuhanlan sesudah pemungutan suara 30 Agustus 1999
Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan menyebut hukuman ituOrganisasi ini mengkritik terbatasnya yurisdiksi pengadilan
“sepenuhnya tidak bisa diterima.” ini, dan mendesak peninjauan terhadap keputusan tersebt

7 Mei: Suratkabar-suratkabar menyiarkan bahwa beberapg€'t@ segera dimulainya sidang pengadilan.
anggota TNI yang disebut sebagai tersangka kejaha&inAgustus James Kelly, Asisten Menteri Luar Negeri untuk
terhadap kemanusiaan mendapatkan promosi sesudaksia Timur dan Pasifik ketika mengunjungi Indonesia
Indonesia mundur dari Timor Lorosa’e. “Promosi ini mengatakan bahwa Washington tidak akan memulihkan
merupakan bukti tidak adanya kemauan untuk mengadili siapaubungan militer penuh dengan Indonesia kecuali jika para
pun,” kata seorang diplomat di Jakarta yang memfokuskampembunuh tiga orang pekerja UNHCR di Atambua bulan
perhatiannya pada Timor Lorosa’e. September 2000 — salah satunya adalah warganegara A

23 Mei: Pihak yang berwenang di Indonesia membebaskan dijiatuhi hukuman yang setimpal.

Eurico Guterres setelah menjalani 23 hari dari enam bul8eptember Dalam wawancara dengarempq sebuah
hukuman penjara untuk tuduhan pemilikan senjata dengamajalah Indonesia, Xanana Gusm&ao mengatakan bahwe
alasan bahwa ia telah menjalani tahanan rumah sebelufkita harus ke belakang ke 24 tahun yang lalu dan tidak
pengadilan. hanya berkonsentrasi pada yang terjadi bulan Septembe
30 Mei: José Ramos-Horta, menteri luar negeri ETTA, 1999” ketika ditanya mengenai kemungkinan pengadilan
menyebut hukuman rendah terhadap enam orang Indonedidiérnasional bagi Timor Lorosa’e. _
yang terlibat dalam pembunuhan pekerja UNCHR “suatu Tempojuga melaporkan bahwa Jaksa Agung Indonesia
kebiadaban” dan mengatakan bahwa sekarang sudah saatri§tah menutup penyelidikan untuk pembunuhan jurnalis

bagi masyarakat internasional untuk membentuk pengadilaff€/anda Sander Thoenes di Dili September 1999. Pejabat-
internasional bagi Timor Lorosa’e. pejabat Indonesia mengatakan bahwa mereka belum secar

6 Juni: Sebuah pengadilan Timor Lorosa’e mengeluarkanrkeesnr]n;jurg?]n)?ahnzng:(Czr;);enye“dlkan’ tetapi hanya sedikit

dakwaaan kejahatan terhadap kemanusiaan, berkaitan dengan

tindakan yang dilakukan di distrik Liquica oleh TNI dan milisiZ September Kristyo Wahyono, kepala Kantor Urusan
Kepentingan Republik Indonesia, mengatakan bahwa ia

8 Juni. Mgnteri luar nege_ri Australia Alexande_r Downer menyesalkan adanya orang-orang di Timor Lorosa’e dan
mempe_:nngatkan_akan dllakgkannya tindakan mternas!onqluar negeri yang meminta PBB membentuk pengadilan
Egﬁggg;ﬂdl%ggsé?TTrﬁgrgfggsg,;an9‘0rang yang terl'batinternasional untuk Timor Lorosa’e. Menurutnya tidak ada

' keperluan untuk membentuk pengadilan internasional

9 Juli: Pengadilan pertama dengan dakwaan kejahataRarena Indonesia sedang membentuk pengadilan untuk

terhadap kemanusiaan dimulai di Dili. Surat dakwaan,Timor Lorosa’e yang akan bekerja pada akhir tahun ini.

menuduh sebelas orang atas tinda_kan kejah_atan meligk iSeptember Sebuah pengadilan federal di Amerika
pembunuhan_, penylksaan, deportasi dan pemln_dahan P& rikat mengadili gugatan enam orang Timor Lorosa’e dan
penduduk sipil di Lospalos antara 21 April dan 25 0 skan agar Letnan Jenderal TNI Johny Lumintang
September 1999. membayar ganti rugi sebesar US$ 66 juta. Keputusan
13 Juli: Menteri Urusan Politik UNTAET yang sedang pengadilan ini menetapkan bahwa Lumintang “secara
meninggalkan jabatannya Peter Galbraith mengatakatangsung maupun tidak langsung bertanggungjawab atas
bahwa dirinya “melihat sangat sedikit bukti” bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terhadap
Indonesia bersungguh-sungguh dalam upayanya untufara penggugat pada 1999. Menteri Luar Negeri Indonesia
mengadili mereka yang terlibat kekerasan, dan menyerukanlasan Wirayudha menyebut keputusan ini “lebih bersifat
pembentukan pengadilan kejahatan perang internasionasimbolis daripada substansial” dan mengatakah bahwa

26 Juli: Sejumlah penyerang tidak dikenal membunuhJakarta “akan mengabaikannya.”
Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita, yan@7 September Para penuntut UNTAET mendakwa dua
bertanggungjawab bagi penunjukan hakim untukorang tentata Indonesia dan sembilan milisi untuk
pengadilan hak asasi manusia di Jakarta. kejahatan “pembunuhan massal terencana” terhadap 47

2 Agustus Presiden baru Indonesia Megawati Sukarnoputriorang di Oecussi pada 10 September 1999. Mereka juge
menandatangani keputusan presiden yang mengubah cakup@idlakwa melakukan pembunuhan lain dan menculik
pengadilarad hochak asasi manusia untuk Timor Lorosa’e "atusan orang melintasi perbatasan. Salah satu tersangk
mencakup kejahatan-kejahatan yang terjadi bulan April daérada dalam tahanan; UNTAET meminta ekstradisi
September 1999, tetapi tidak mencakup bulan-bulan lainnyd€rsangka lainnya dari Indonesia, yang tampaknya tidak
Keputusan ini juga membatasi yurisdiksi pengadilan paddnungkin terjadi.
kejahatan yang dilakukan di Dili, Liqui¢a, dan Suai saja. 3 Oktober: Menteri Kehakiman Indonesia Yusril lhza

9 Agustus Ketua baru tim pembentukan pengadaarhoc ~ Mahendra mengatakan bahwa parlemen akan memilih
hak asasi manusia Indonesia Benjamin Mangkoedilag&akim untuk pengadiland hochak asasi manusia pada

mengatakan bahwa menurut perkiraannya pengadilan bidgulan November, dan bahwa Jakarta akan secara resm
dimulai bulan Oktober. membentuk pengadilan itu pada bulan Desember.
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Keadilan dan Pertanggungjawaban di Timor Lorosa’e:
Pengadilan Internasional dan opsi-opsi lain

Seminar LSM dilaksanakan di Dili, 16 Oktober 2001
Rangkuman presentasi dari kelompok-kelompok kerja

Ada konsensus bahwa sebuah Pengadilan Internasional diperlukan. Kesepakatan ini didapatkan dari berbeda
kelompok kerja dengan alasan-alasan yang berbeda, termasuk:

¢ Menegakan nilai-nilai kemanusiaan
¢ Menjamin hak memperoleh keadilan
¢ Untuk dokumentasi sejarah
¢ Untuk menghalangi kejahatan seperti ini pada masa depan
¢ Untuk membantu proses rekonsiliasi
Untuk bertindak atas kesepakatan ini, kita mendiskusikan beberapa tujuan untuk jangka waktu pendek dan jangk
waktu panjang.
Untuk jangka waktu panjang (dan daftar ini tidak diatur dengan prioritas tertentu), kita perlu:
¢ Mengumpulkan, mendokumentasikan dan menjaga bukti
¢ Mengorganisir kelompok korban dan keluarga korban

¢ Membangunkan kesadaran masyarakat atas kepentingan pertanggung-jawaban untuk kejahatan masa lalu
sebagai jaminan keadilan dan kekuasaan hukum, sekarang dan untuk masa depan

+ Melaksanakan kampanye pada tingkat lokal, nasional dan internasional

Untuk jangka waktu pendek (dan sekali lagi daftar ini tidak diatur dengan prioritas tertentu), kita perlu:
¢ Membangun sistem pengumpulan data/bukti
¢ Membuat pernyataan untuk diberikan kepBdanis McNamara, Wakil SRSG, sebelum kunjungannyadeanesia.

¢+ Membuat pernyataan untuk dikirim kepada pertemuan Dewan Keamanan PBB yang akan datang pada
tanggal 27 and 31 Oktober.

Meminta solidaritas internasional dalam dukungan pendirian sebuah Pengadilan (Tribunal) Internasiorjal
Melihat kemungkinan untuk mensisipkan syarat dalam konstitusi yang bisa menjaminkan keadilan dalam masa dep
Melobbi dan berkampanye

Persiapan untuk pertemuan donor pada bulan Desember

* & & o

Berita Singkat

Pada 21 Agustugkejaksaan Timor Lorosa’e mendakwa perusahaan minyak ini untuk mengadakan “debat yang lebih
seorang petugas Polisi Sipil dari Jordania melakukan intens” dengan pejabat-pejabat di Dili. Menteri Sumberdaya
perkosaan atas seorang perempuan Timor Lorosa'e Alam Nick Minchin mengatakan bahwa ia berharap Phillips

Polisi menangkap tersangka pada 5 Juli sesudah terjadibgahasil membujuk Dili untuk bersikap “lebih realistis dan

insiden perkosaan di sebuah hotel di kota Dili. Para penurnpuagmatis” mengenai pajak minyak dan gas alam Laut Timor
telah meminta Pengadilan Distrik Dili untuk secepatengan menghormati suatu kesepakatan yang dibuat pad
mungkin menyidangkan kasus ini. bulan Oktober 1999 antara perusahaan-perusahaan minya

i i o dengan para pemimpin perlawanan Timor Lorosa’e (lihat
Laporan pers dari akhir Agustus mengindikasikan bahwgyietin, Vol. 2 No. 5). Kalau tidak, menurut Minchin, Timor

pemerintah Australia berpihak kepada Phillips Petro- | 5rosa’e akan kehilangan pendapatan yang bernilai.
leum untuk me_nekan Timor Lorosa’e agar menyepakati Pendapat ini mengimplikasikan bahwa perusahaan-
ketentuan pajak yang menguntungkan perusahaan nerysahaan minyak tidak akan melakukan investasi jika
minyak itu. Sementara Canberra menyatakan bahwa mer%%epakatan diubah. Pejabat UNTAET menyebut kata-kata
tidak akan campur tangan dalam perundingan antara Ting9nperra “sombong” dan Mari Alkatiri meminta Australia

Lorosa’e dengan Phillips, dan dilaporkan menolagyak campur tangan dalam perundingan, menyebutkan
permintaan perusahaan minyak ini agar langsupgnya Timor Lorosa’e “tidak akan membolehkannya [Aus-

mempen'garuhl Dili, Canberra t.erus melakukan tekan%”a] mempengaruhi keputusan kami, terutama tentang
secara tidak langsung. Menteri Luar Negeri Alexandgfsiem perpajakan kami.” Sementara yang berusaha dicapa
Downer mengatakan bahwa Australia akan mendorofgmor | orosa’e tidak diketahui publik, laporan-laporan pers
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mengindikasikan bahwa Dili berharap menetapkan pajak k@pada orang Timor Lorosa’e, Pemerintah Indonesia, dan
persen atau lebih. Phillips Petroleum berencana untuk segeeagungsi itu sendiri bahwa keadaan pengungsi telah
kembali ke meja perundingan, dan berharap mencapigelesaikan atau tidak bisa diselesaikan.” Karena alasan itu
kesepakatan pajak dengan Majelis Konstituante Tim&elompok Kerja menuntut agar UNHCR “terus menjamin

Lorosa’e pada awal November. perlindungan dan reintegrasi jangka panjang pengungsi yanc
pulang” dengan mempertahankan kehadirannya dan
melanjutkan bantuan kemanusiaannya kepada pengungs
yang pulang setidak-tidaknya sampai bulan Juni 2002.
- sat ¢ .. Kelompok juga menyerukan agar badan PBB meningkatkan
memperingatkan bahwa demokratisasi Timor Lorosa’e  «qdinasi dan kerjasamanya dengan organisasi-organisas
bisa _terham‘tl)at kecuali UNTAET dan Majelis  nemerintah dan non-pemerintah” yang bekerja menangani
Konstituante “memperhatikan penuh masukan dari Eangungsi di Timor Barat, serta NGO lokal yang membantu

Pada 3 SeptembeéZatholic Institute for International Re-
lations (CIIR, Institut Katolik untuk Hubungan
Internasional) yang berpusat di London

kaum perempuan.” Berdasarkan pengamatan delegasi ClIR;;ses reintegrasi pengungsi yang pulang ke masyarakatnyz

yang berada di Timor Lorosa’e pada “pemilihan UMUM K4rena keprihatinan-keprihatian yang dikemukakan dalam
Agustus 2001, CIIR prihatin bahwa “kebanyakan partgj,rat ini, UNHCR harus meninjau kembali rencananya.
politik tidak memprioritaskan kebutuhan perempuan dala{ﬂihat artikel pada halaman 17.)

program mereka” dan bahwa banyak pemimpin partai kepada

delegasi mengaku tidak tahu mengenai kebijakan parRada 11 September, Megawati Sukarnoputri menyatakan
masing-masing tentang perempuan. Lebih jauh, delegasnerima rencana Jepang yang kontroversial untuk
mengangkat keprihatinan mengenai kegagalan banyak pilmanyumbang pasukan tentara pada misi penjagaan
untuk mengakui seriusnya kekerasan dalam rumahtanggaetidamaian di Timor Lorosa’e (lihat Bulletin, Vol. 2, No. 5)
dalam masyarakat Timor Lorosa’e. Delegasi jugketika menerima kunjungan Jenderal Nakatani, kepala Badar
menyimpulkan bahwa program pendidikan kewarganegarag@ertahanan Jepang, di Jakarta. Pertemuan ini terjadi delapa
tidak sampai pada banyak perempuan, khususnya ydragi setelah organisasi-organisasi non-pemerintah Timor
tinggal di desa-desa. Lorosa’e, termasuka’o Hamutukmenulis surat kepada Perdana

. Menteri Jepang Koizumi Junichiro dan Menteri Luar Negeri
Pada 4 September 2001, suratkeBaara Timor Lorosae Tganaka Makiko mengenai rencana tersebut. Mengingat

melaporkan bahwRanglima Forcas Armadas de Timor  «pengalaman pahit’ rakyat Timor Lorosa’e dengan militer

Lorosa’e (FDTL) Brigadir Jenderal Taur Matan Ruak  jenang pada masa Perang Dunia Il dan dukungan Tokyo kepac
menerima tawaran dari TNI untuk melatih angkatan  pendydukan ilegal Timor Lorosa'e dari 1975 sampai 1999,
bersenjata Timor Lorosa’e. Hari sebelumnya, Mayor o anisasi-organisasi tersebut mendesak pemerintah Jepar
Jenderal Kiki Sjahnakrie mengatakan bahwa TNI ingiflyuk membuang rencananya mengirim pasukan tentara ke
membantu melatih FDTL. Taur Matan Ruak memberikafinor | orosa’e. Sebaliknya, mereka mengusulkan agar
pgnjelasan berikut ini: “Dari sudut pandang polltlk, kita t'dab_emerintah Jepang menggunakan dana yang akan dikeluarka
bisa terus-menerus berperang. Sampai sekarang, Kjifk pengiriman tentara tersebut “untuk ganti rugi kepada para
menghadapi banyak persoalan politik, k'tf‘ tidak bisgyrhan penganiayaan selama Perang Dunia Il dan penduduka
selamanya saling berperang sebagai musuh. Indonesia.” Selain itu, mereka menyerukan agar Tokyo
KomentarLa’o Hamutuk:Selama pendudukan 24 tahun;mengakui di depan umum bahwa kebijakannya di masa lalu
TNI melakukan kekerasan besar-besaran terhadap rakyekah mengakibatkan penderitaan yang luar biasa terhadap raky:
Timor Lorosa’e, termasuk penculikan, perkosaartfimor Lorosa’e.” Mereka menyimpulkan bahwa lebih baik
penyiksaan, dan pembunuhan. TNI melatih dajepang membantu meningkatkan keamanan Timor Lorosa’e
mempersenjatai milisi yang menghancurkan Timor Lorosagengan menekan Jakarta untuk menstabilkan keadaan sepanjal
pada tahun 1999 dan memindahkan secara paksa lebih dggrbatasan Timor Barat dan membangun hubungan diplomatik
sepertiga penduduk. Latihan bersama seperti ini terlalu awgang konstruktif dengan Dili.
dilakukan dan Tentara Pertahanan Timor Lorosa’e tidak _
boleh mempelajari teknik-teknik yang kejam dan tidaRejak 8 Oktober, tambahan 88 penumpang bisa

berperikemanusiaan yang dilakukan oleh TNI. bepergian antara Dili dan Oecussi setiap minggunya.
UNTAET telah menyediakan kapal terbang dan menambah

Kelompok Kerja Pengungsi NGO Timor Lorosa’e tempat duduk pada dua helikopter yang terbang setiap
menulis surat kepada Ruud Lubbers, Komisaris Tinggi minggu setelah terjadinya penghentian pelayaran kapal
PBB Urusan Pengungsi, menyatakan “keprihatinan dan tambang ferry) antara wilayah kantong tersebut dengan

rekomendasi mengenai pengurangan dan penutupan daratan utama pada awal September. Tempat duduk
operasi UNHCR di Timor Lorosa’e.” Surat bertanggal 8 tambahan itu bebas biaya dan bisa digunakan oleh orang
September itu menyebut rencana untuk menutup kanfmor Lorosa’e maupun internasional. Perundingan sedang
lapangan UNHCR di Baucau dan Maliana pada 31 Septegiiadakan antara UNTAET/ETTA, pemerintah Jerman dan
ber dan penghentian bantuan kemanusiaan kepada pengysgsierintah Portugal, badan-badan internasional, dan
yang pulang sebagai “waktunya tidak tepat,” khususny@rusahaan-perusahaan transport. Kemajuan ke arah solu:
karena perkiraan bahwa orang yang kembali akan meninggtmanen mengenai persoalan transportasi, termasuk trans
setelah selesainya pemilihan umum 30 Agustus. Koalisort darat dan/atau laut, diperkirakan akan dicapai pada
NGO yang memperkirakan bahwa proses pemulangan pdrtengahan November. Pemerintah Portugis telah
akan berlanjut sampai tahun 2002, dalam suratny@mberikan US$ 200.000 kepada UNTAET untuk biaya

mengatakan bahwa pengurangan besar “staf UNHCR daanport ke wilayah kantong, yang sebagian sedang
kepergiannya dari Timor Lorosa’e ... akan menjadi indikagigunakan sekarangs
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UNITED NATIONS NATIONS UNIES

UNTAET

Pemerintah Peralihan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Lorosa’e

16 Agustus 2001
Dengah hormat,

Saya menulis surat ini menanggapi tajuk rencana anda berjudul, “United Nations: Aiding or Undermining a Resolution of
the Refugee Crisis?” [“Perserikatan Bangsa-Bangsa:Membantu atau Mlelemahkan Penyelesaian Krisis Pengungsi?”’], yang
dimuat dalam terbitan bulan Juli Buletin La’o Hamutuk. Saya sangat keberatan terhadap sikap yang diambil tulisan tersebut
yang merugikan kerja keras dan keberanian yang diperlihatkan oleh banyak staf di UNTAET dan sistern PBB yang telah
bekerja terus-menerus untuk mencari penyelesaian untuk persoalan pengungsi diTimor Barat.

Krisis pengungsi sering termasuk persoalan yang paling sulit yang harus dihadapi oleh masyarakat internasional:
ratusan ribu orang Kampuchea masih berada di kamp-kamp diThailand selama lebih dari sepuluh tahun; masalah
manusia perahuVietnam baru saja diselesaikan; pengungsi Afghan masih berada di Pakistan bertahun-tahun setelah
mereka meninggalkan kampung halaman. Daftarnya masih panjang. Tetapi dalam waktu dua puluh bulan — harus
diakui, bagi orang-orang yang tinggal dalam penderitaan sebuah kamp pengungsi terasa lamanya seperti seumur
hidup — sekitar 185.000 pengungsi telah kembali atau dikembalikan ke Timor Lorosa’e, dan hampir semua diterima
dengan tangan terbuka. Saya setuju bahwa persoalan ini belum selesai: beribu-ribu orang masih tinggal di Timor
Barat, tetapi mengatakan bahwa terus berlanjutnya pengungsi adalah “bukti yang sangat kuat ketidakmampuan UNTAET
dan masyarakat internasional, dan mungkin, ketidakmauan untuk mendukunghak asasi manusia orang Timor Lorosa’e”
itu adalah tuduhan yang absurd dan bersifat menyerang. Apakah Samson Aregahegn, Carlos Carceres, dan Pero
Simundza, tiga rekan UNHCR yang dibunuh di Atambua, kurang “kemauan” dalam hal ini?

Mendekati naif pendapat Anda bahwa karena UNTAET tidak mencegah terorisasi terhadap pengungsi oleh orang-
orang yang kami tidak punya kontrol atas mereka di wilayah yang di luar wewenang kami maka ini merupakan bukti
kuat jeleknya pendekatan kami terhadap dilema ini.Krisis pengungsi sering merupakan akibat dari, dan kemudian
membantu menciptakan, keadaan politik yang rumit dan bergejolak. Krisis pengungsi Timor Lorosa’e tidak berbeda.
Tekanan sedang terus dilakukan untuk menyelesaikan persoalan ini secara tuntas.Ini dilakukan di tingkat internasional,
regional, dan lokal. Kemajuan yang dibuat ditunjukkan oleh jumlah pengungsi yang pulang. Upaya-upaya lebih lanjut
diperlukan untuk menangani masalah ini, lebih-lebih oleh pemerintah Indonesia untuk menjamin bahwa pengungsi
yang masih tinggal diberi kesempatan untuk memutuskan masa depan mereka dengan cara yang bebas dari ketakutan
dan paksaan.Tetapi pada analisis terakhir, saya berharap bahwa mayoritas orang yang masih berada di kamp-kamp
akan memutuskan untuk kembali setelah pelaksanaan pemilihan umum yang damai di Timor Lorosa’e. Ada peran
penting yang harus mereka jalankan bagi masa depan negeri mereka.

Keberatan saya terhadap tajuk rencana buletin Anda tidak sebatas itu saja. Saya juga berkeberatan atas kritik Anda
terhadap tanggapan UNTAET pada pelaksanaan pendaftaran baru-baru ini di Timor Barat. Menyatakan bahwa
pelaksanaan pendaftaran itu dijalankan secara profesional tetapi mengkritik konteks terjadinya pendaftaran itu sama
sekali bukan sikap yang “tidak konsisten”.Anda mengkritik kami karena tidak menolak pendaftaran tetapi apa
sesungguhnya yang Anda inginkan agar kami tolak?

Saya lebih jauh menyesalkan kritik Anda—walaupun dengan tidak langsung mengutip sumber lain— dan menyebut
seorang petugas UNTAET, yaitu Kepala Staf saya, N. Parameswaran, tanpa meminta pendapatnya atau pendapat saya
sebelum penerbitan buletin tersebut. Sedikit orang bekerja sama kerasnya dan sama tak kenal hentinya untuk
menyelesaikan persoalan pengungsi. Karena kerja keras beliau sendiri beratur-ratus orang, jika bukan beribu-ribu,
pengungsibisa kembali. Kenyataan bahwa Anda tidak mengetahui hal ini bukan merupakan indikasi bahwa kerja
keras itu tidak ada tetapi merupakan indikasi bahwa prioritas kami adalah menyelesaikan krisis ini secara tuntas
bukannya membesar-besarkan setiap hasil yang kami peroleh menuju sasaran texrsebut. Kepada staf UNTAET yang
pernah mengkritik Parameswaran karena mencari hubungan baik dengan Jakarta, saya hanya bertanya apa yang
mereka inginkan dilakukan beliau dalam keadaan seperti itu?

Terakhir, tolong beritahu saya kapan kami menyatakan bahwa pengungsi yang masih ada di Timor Barat adalah
“pendatang sukarela”? Saya tidak tahu adanya perubahan kebijakan ini. Sebaliknya, diharapkan tidak lama lagi
Perserikatan Bangsa-Bangsa bisa kembali ke Timor Barat dan untuk waktu yang tetap. Kami sedang bekerja keras
mencapai tujuan itu. Kami tidak menelantarkan siapa pun.

Setelah tidak berkonsultasi dalam persiapan tajuk rencana Anda, saya yakin bahwa Anda memberi saya hak jawab
dan mencetak surat ini secara lengkap dalam terbitan berikutnya buletin Anda.

. sty

Buletin La’o Hamutuk

Dili SergioVieira de Mello
Wakil Khusus Sekretaris Jenderal
dan Administrator Transisi
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La’'o Hamutuk Menanggapi:
Pengungsi Terlalu Lamban Pulang, Strategi Masih Salah

La'o Hamutukmenghargai surat dari Wakil Khusus Sekretarigang memilih untuk mereka), dan meningkatkan kekuasaan dar
Jenderal PBB (WKSJ) yang menanggapi tajuk rencana kak@absahan para pemimpin milisi.
Kami sependapat dengan keprihatinannya mengenai betapdika UNTAET membujuk penguasa Indonesia untuk
pentingnya persoalgpengungsi. Kami berharap suratnya damembawa para pemimpin milisi ke pengadilan, para pengungsi
jawaban ini akan memperjelas lebih lanjut persoalan sulit yagigoawah kontrol mereka harus bebas pulang. Sebaliknya, par:
membuat sepersepuluh penduduk Timor Lorosa’e terjebak dipengungsi melihat pejabat-pejabat PBB berunding dengan par:
donesia, tersingkir dari pemilihan umum dan pembangunan bangsanimpin milisi, dan PBB kehilangan kepercayaan pengungsi.
Dalam demokrasi, organisasi-organisasi bisa menyatak&engungsi yang sebenarnya masih berada di Timor Barat
pendapatnya mengenai kebijakan pemerintah tanpa bertasgentara para pengikut dan pemimpin milisi, serta orang Timor
pada pejabat. Meskipun kami tidak menghubungi kantor WKEdrosa’'e yang menjadi tentara Indonesia kembali ke Timor
sebelum menulis tajuk rencana kami, kami mendasarkanhymosa’e dengan kekebalan hukum. Banyak pengungsi, yang
pada informasi publik dan diskusi-diskusi dengan staf dan bekakah disesatkan dan bingung mengenai keadaan Timor
staf UNTAET. Kami telah memperlihatkan jawaban kepadaorosa’e, takubahwa mereka yang telah menindas dirinya selama
WKSJ ini sebelum menerbitkannya sebagai penghargaan. dua tahun terakhir akan mengambil kembali peran itu jika dan ketika
Kami sependapat dengan apresiasi Tuan de Mello bahwesa pengungsi akhimya pulang. Tak mengherangkan hanya 6.
185.000 orang Timor Lorosa’e yang dibawa ke Timor Barpengungsi yang pulang secara spontan pada bulan September, ang
telah kembali, dan bahwa orang di sini menyambut baik mereyang paling rendah dalam enam bulan.
UNTAET, UNHCR, IOM dan badan-badan internasional Kami bergabung dengan Tuan de Mello dalam kekagu-
lainnya berhak dihargai karena membantu mereka kembaignnya dan kemarahannya atas tiga orang pekerja UNHCF
tetapi sepertiga dari pengungsi masih berada di kamp-kaygmg dibunuh secara kejam oleh milisi-milisi pro-Jakarta di
yang buruk di Indonesia, dan kepulangan telah merosot (likahmbua pada 6 September 2000. Kami juga meratapi banyal
bagan). Pada tingkannya yang sekarang (sekitar 1.000/bulanyang Timor Lorosa’e dan Timor Barat yang dibunuh pada
akan diperlukan lebih dari enam bulan untuk memulangkan merpkanbantaian itu. Kebalikan dari yang tersirat dikemukakan Tuan
kembali — lama setelah UNTAET meninggalkan Timor Lorosa’de Mello, tajuk rencana kami tidak mengkritik mereka yang
Kami sangat meragukan strategi UNTAET berunding dengbarada di garis depan yang menghadapi risiko besar dar
penjahat-penjahat seperti pemimpin milisi Mahidi Cancimemberikan pengorbanan yang luar biasa. Tetapi, tajuk kami
Carvalho. Meskipun Mahidi mengizinkan lebih dari 90@nenempatkan tanggungjawab pada pejabat-pejabat politik dar
pengungsi Ainaro dan Covalima untuk kembali pada bulan Sepiiter Indonesia yang gagal melakukan tindakan yang berarti
tember (hasil positif pertama dari pendekatan ini), taktik inntuk membawa para pembunuh mereka ke pengadilan, untul
menghancurkan kekuasaan hukum dan bisa membuslucuti senjata dan menyingkirkan milisi dari kamp-kamp,
pengembalian pengungsi menjadi sandera bagi tuntutan-tuntatizu untuk menciptakan keadaan yang aman bagi badan-bade
yang tidak bisa diterima (seperti amnesti bagi pemimpin milisiternasional untuk beroperasi di seluruh Timor Barat.
yang bersalah melakukan Kejahatan Berat). Strategi itu juBanggungjawab mencakup para pemimpin internasional —
membuat bingung pengungsi Timor Lorosa’e mengenai progésisusnya para anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bang:
pengadilan, bisa menghalangi kemampuan mereka unéngsa — yang tidak memberikan tekanan politik yang cukup
membuat pilihan bebas kembali atau tidak (pemimpin milirhadap pemerintah Indonesia.

Para Pengungsi Kembali ke Timor Lorosa’e
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Setiap orang dari sekitar 75.000 orang Timor Lorosa’e yantaksud jangka panjang mereka. Disinformasi dan intimadasi
masih di Timor Barat (NGO memperkirakan sekurangrang berlanjut di kamp-kamp sebelum proses pendaftaran
kurangnya 2.000 orang telah meninggal dunia di kamp-kang@rasaan ketidakpastian pada pihak pengungsi mengenai pros
sama manusianya dengan tiga orang pekerja UNHCR yaowijtik di Timor Lorosa’e, dan kurangnya kejelasan mengenai
dibunuh, bersama-sama dengan sejumlah orang Timor, aplakah jaminan-jaminan yang mereka dapatkan di Indonesie
milisi-milisi pro-Jakarta dalam taktik yang sedihnya berhadiisa berlanjut di Timor Lorosa’e, mungkin telah menyumbang
menakut-nakuti badan-badan internasional yang mengurpada keengganan mereka untuk pulang. Dalam sidang Dewal
pengungsi. Penghargaan yang terbaik untuk para martir k@amanan PBB, dutabesar Indonesia tidak menyebutkan
adalah dengan memungkinkan semua pengungsi Tinp@ngungsi, meskipun ia menegaskan bahwa “Indonesia telat
Lorosa’e yang memilih pulang bisa melakukannya. membubarkan dan melucuti senjata apa yang pada saat it

Kami tidak menulis bahwa WKSJ “menyatakan bahwdisebut ‘milisi.”
pengungsi yang masih tinggal itu ‘migran sukarela™ Tetapi, Kami mendorong WKSJ untuk mengarahkan perhatian pada
tajuk rencana kami menyatakan keprihatinan mengenai skenar@ng-orang di Jakarta yang bertanggungjawab atas parod
masa depan, yang berasal dari tekanan donor untuk mengubegebut, bukannya pada NGO sepksatio Hamutukyang
prioritas badan-badan pengungsi ke tempat-tempat lain, daenyerukan tindakan yang lebih efektif untuk mengatasinya.
mengenai konsekuensi buruk bagi orang Timor di kedua s$f&mi memahami kesulitan menyelesaikan persoalan pengungs
jika pengungsi dilupakan. Kami mendapat penegasan kemidaBini dan di tempat-tempat lain, tetapi berharap bahwa UNTA-
bahwa WKSJ menganggap skenario ini tidak baik sama dengd@hakan mengarahkan perhatian penuhnya pada penyelesaic

pandangan kami, dan bahwa sesuatu yang berada di
UNTAET “tidak menga-| -. bawah mandatnya. UNTA-
baikan siapa pun.” Tetapt i~ P; [&‘,\{ ET adalah suatu misi jenis

UNTAET adalah misi baru, dengan otoritas yang
belum dikenal sebelumnya,
C - . i dan harus menggunakan

pengurangan kehadirannya. e L -"{ Lt ol Al 258 | kekuasaannya  untuk

Pada 8 Septembe e : L memenuhi tugas yang
diberikan padanya oleh
Dewan Keamanan pada
1999: “ ... untuk menjamin
... kepulangan yang aman
Tinggi PBB Urusa pengungsi dan orang-orang
Pengungsi “menyatak Lo yang terusir dari kampung
keprihatinan dan rekomern- halamannya.”
dasi kami mengenai pengurangan dan penutupan operasia’'o Hamutukmenegaskan kembali seruan kami untuk
UNHCR di Timor Lorosa’e,” yang dijadwalkan pada akhir bulamelucuti dan membubarkan milisi agar para pengungsi bisa
Oktober 2001. Menanggapi surat ini dan kebutuhan nyatigngan aman memilih tinggal atau pulang — suatu kebebasa
UNHCR sedang mempertimbangkan apakah akan melanjutkaemilih yang diabaikan oleh proses perundingan UNTAET-
sebagian operasi Timor Lorosa’e sampai 2002, meskipuonilisi. Kami merasa gembira pada bulan Agustus ketika Tuan
dengan pengurangan besar dan tanpa kehadiran perman&adimeswaram mengatakan kepada organisasi non-pemerinte
Timor Barat. Kami masih khawatir bahwa pendekatan yafakal bahwa UNTAET sekarang tidak menerima hasil registrasi,
sekarang akan membiarkan puluhan ribu orang Timor Lorosaigatu sikap yang diam-diam disetujui pemerintah Indonesia.
terperangkap di Indonesia ketika UNHCR memiliki prioritaKami mendorong UNTAET untuk menginformasikan kepada
lain dan mandat UNTAET berakhir. Dewan Keamanan tentang sikap UNTAET, dan untuk menekan

UNTAET harus lebih tegas dalam memberi tahu masyarakatlonesia untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan kepads
internasional mengenai persoalan pengungsi yang terus berlgmgutgungsi, sekaligus pada saat yang sama mendesak Jakal
dan dalam meminta bantuan. Pada 30 Juli 2001, Tuan de Malduk mengadili para pemimpin militer dan milisi yang
berpidato di hadapan Dewan Keamanan PBB. la tidak menyeimainciptakan persoalan pengungsi.
pengungsi dalam pidato 4.500 kata. Setelah sekitar selusibha’o Hamutukmenyambut kesempatan kerjasama dengan
pemerintah mengemukakan masalah ini (sebagian memuiiTAET untuk mendesak mereka yang berada di Indone-
pendaftaran dan “kerjasama” Indonesia), Tuan De Melfia dan dengan masyarakat internasional untuk menjamin
menjawab bahwa ia yakin bahwa pendaftaran tidak menceemua orang Timor Lorosa’e berpartisipasi dalam perayaan
minkan keingingan sesungguhnya pengungsi, dan bahwa sarkpaierdekaan tahun depan. Seperti dikemukakan dalam
80% akhirnya akan kembali. Kami berharap ini benar, tetdpigian lainBuletin La’o Hamutukini, kami berpendapat
kami khawatir bahwa ini tidak akan terjadi tanpa tekandrahwa Indonesia telah menyia-nyiakan kemauan baik
internasional yang terpadu, dan kami berhadap Tuan De Metiasyarakat internasional untuk menangani keadilan dan
meminta hal itu di New York. pemulangan pengungsi dengan proses nasional merek

Sekretariat PBB memberi para pengungsi perhatian yasendiri. Tanggungjawab sekarang terletak pada masyaraka
lebih. Pada pertemuan Dewan Keamanan tersebut, Sekretatisrnasional, yang diwakili oleh Dewan Keamanan
Jenderal Kofi Annan memberikan laporan sepanjang 64 paradtafserikatan Bangsa-Bangsa, untuk memberikan keadilar
dengan tiga paragraf mengenai pengungsi. Sekretaris Jendéraban pengadilan internasional dan memberikan kebebasa
menyebutkan bahwa meskipun laporan-laporan Indonediengan menuntut pemerintah Indonesia untuk memung-
tentang registrasi memperlihatkan bahwa “98 persen memhiinkan semua orang Timor Lorosa’e yang ingin pulang untuk
tetap di Indonesia ... ada persoalan apakah hal itu mencermirg@lang dengan amark
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Editorial: Kapan Pertanggungjawaban Dimulai?

Kejahatan terhadap kemanusiaan memiliki yurisdiksi univer- Meskipun kami memahami motivasi politik para diplomat
sal dan tidak mengenal ketentuan pembatasan; kejahatamg mendukung kerangka sempit untuk keadilan bagi Timor
kejahatan ini bisa diadili tanpa memandang pelaku, wakiigrosa’e, organisasi-organisasi hak asasi manusia punye
tempat, dan konteksnya. Dari awalnya, upaya-upakawajiban untuk mengkritik kerangka seperti itu — serta
Perserikatan Bangsa-Bangsa mengandung kelemamaglakukannya secara umum dan tegas. Kompromi pada diri-
mendasar. Masyarakat internasional, mengikuti Indonessgndiri itu berbahaya: ketika seseorang membatasi tuntutanny:
mengabaikan kejahatan-kejahatan yang dilakukan sebelsemdiri, yang didapatkannya akan lebih rendah lagi.
1999. Karena itu tidak ada upaya resmi oleh Perserikatardumlah yang tak terhitung kejahatan terhadap kemanusiaat
Bangsa-Bangsa, negara-negara anggotanya, atau Indordikiukan selama kurun waktu 1975-1999 di Timor Lorosa’e.
untuk menyelidiki atau menuntut kejahatan yang dilakukavieskipun pengadilan internasional tidak bisa mengadili
antara 1975 dan 1999. semuanya, pengadilan ini bisa mengadili jumlah tertentu
Kami khawatir bahwa sikap Perserikatan Bangsa-Bandsgahatan-kejahatan tertentu yang paling berat — seperti invas
tidak hanya mencerminkan pandangan sekutu-sekutu kuatl875, pembunuhan massal di Matebian 1979, Lacluta 1981 dat
donesia di Dewan Keamanan, tetapi juga hasil dari komitmi§raras 1983, pembantaian di Kuburan Santa Cruz 1991, dar
yang terbatas pada pihak tokoh-tokoh kunci PBB, termass#jumlah kekejaman luar biasa yang dilakukan tahun 1999.
Komisaris Tinggi Urusan Hak Asasi Manusia Mary RobinsoRendekatan seperti itu memiliki keuntungan membatasi jangka
Pada bulan Agustus 2000 Robinson dalam sebuah pertemuaktu dan biaya pengadilan sementara meliput seluruh periode
di Dili mengatakan bahwa PBB hanya memberi perhatian padaasi dan pendudukan Indonesia, yang dengan demikian
peristiwa-peristiwa September 1999 karena terjadi dalam masaningkatkan kemungkinan bahwa banyak dari perencana
adanya misi PBB. utama dan pelakunya akan dimintai pertanggungjawaban.
Meskipun sikap itu tidak ada dasarnya dalam hukumJuga akan menegaskan bahwa invasi, pendudukan, dal
internasional, sejumlah organisasi hak asasi manusia tampakghancuran Timor Lorosa’e oleh Indonesia adalah konspiras
menerima parameter ini, agaknya karena percaya bahwa sekuizninal yang lama, sistematis, terencana, dan diperintahkan
untuk pertanggungjawaban penuh akan merusak dukungama tingkat pemerintahan tertinggi. Banyak dari pelaku terus
internasional yang telah menurun untuk keadilan bagi Timaremegang kedudukan penting dan berpengaruh di neger
Lorosae. Beberapa pihak juga berpendapat bahwa memtgaangga Timor Lorosa’e yang terdekat. Masa depan
dengan tuntutan kecil — keadilan untuk 1999 — akan membuydexdamaian, keadilan, dan demokrasi di Timor Lorosa’e dan
pintu bagi penuntutan untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukadonesia tergantung pada dihadapkannya para pelaku tingka
sebelumnya. tinggi ke pengadilares

Editorial: Saatnya Bersungguh-sungguh terhadap Keadilan (melanjukan dari halaman 24)

Sampai sekarang, suara-suara di Timor Lorosa’e danpdmerintah bisa membantu di bidang ini. Pemimpin politik
kalangan hak asasi manusia dan solidaritas internasional belumor Lorosa’e sangat dihambat oleh perlunya memelihara
cukup, juga belum mampu menantang kehendak Perserikdtahungan kerja dengan Indonesia dan menghindari pengasinga
Bangsa-Bangsa untuk menerima sesuatu yang jelas tidak adidh anggota-anggota masyarakat internasional yang besa
pengadilan pelaku tingkat rendah sebagian tindakan kejahd&akuatannya. Oleh karena itu wajib bagi pendukung
terhadap kemanusiaan yang dilakukan tahun 1999, tetapi buikaernasional Timor Lorosa’e untuk menciptakan ruangan
terhadap orang-orang yang bertanggungjawab atas kejahatmnngga para aktivis Timor Lorosa’e bisa menanggapi seruar
yang dilakukan dari 1975 sampai 1998. keadilan yang disuarakan di seluruh Timor Lorosa’e.

“Seminar tentang Keadilan dan Pertanggungjawaban bagi TimoGeperti ditulis oleh para aktivis solidaritas kepada Kongres
Lorosa'e” di Dili, 16 Oktober menyatukan para aktivis yang deng&@NRT pada bulan Agustus 2000, “persoalan keadilan itu
bulat mendukung seruan bagi pengadilan internasional. Kamelampaui jangkauan Timor Lorosa’e. Kejahatan yang
berharap semangat mereka akan memberi nafas baru dan efektilii@sukan oleh TNI di Timor Lorosa’e bukanlah kejahatan biasa.
bagi kampanye di sini dan di dunia internasional. Kejahatan-kejahatan itu adalah Kejahatan terhadap

Seperti dikemukakan Jon Cina (lihat halaman 12-13), sebué&manusiaan. Karenanya, kejahatan itu ... keprihatinan
pengadilan internasional yang dibentuk secara konvensiokamanusiaan secara menyeluruh. Tidak menangani kejahata
bukanlah satu-satunya jalan untuk keadilan bagi Timor Lorosaig.akan merusak upaya internasional untuk pertanggungjawabar
Sebuah pengadilan internasional bukatlglanpada dirinya, dan pencegahan lebih lanjut kejahatan seperti itu.” Dalam hal
tetapialat untuk menjamin keadilan dan pertanggungjawabami, keadilan penting tidak hanya bagi masyarakat Timor
para pelaku kejahatan yang luar biasa biadab itu. Dalam halliairosa’e tetapi juga bagi Indonesia, dan bagi seluruh dunia.
ada sejumlah mekanisme potensial, yang masing-masindglengupayakan pertanggungjawaban penuh untuk kejahatar
memerlukan dukungan politik dan sumberdaya dari masyaragatang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakuka
internasional. Tetapi apa pun mekanisme keadilan yadari 1975 sampai 1999 adalah kerja yang penting. Ini artinya,
diangkat, harus ada komitmen sejati untuk bekerja dalaatu tantangan bagi UNTAET dan PBB, tetapi lebih penting
masyarakat sipil sambil menjamin partisipasi yang tinggi dégi menantang negara-negara paling berkuasa di dunia
pemilikan proses oleh masyarakat Timor Lorosa’e. termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jepang — yanc

Dialog luas di dalam Timor Lorosa’e, bersama dengan pasmuanya mendukung kejahatan Indonesia di Timor Lorosae
pendukung internasional, mulai mengidentifikasi mekanismiédak mengejutkan, mereka berbuat sangat sedikit untuk
yang paling memadai dan sarana yang paling baik untuk meamenjamin bahwa Timor Lorosa’e memperoleh keadilan yang
perjuangkannya. Aktivis-aktivis internasional dan pejabdiperlukan dan yang merupakan haknyastu.
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erhak atas keadilan. Ketika negeri ini memulihkan difiaksa Agung. Tahun yang lalu, sebagai kepala tim yang
ari 24 tahun konflik dan pelanggaran berat hak asasenyelidiki kejahatan yang dilakukan di Timor Lorosa’e,
manusia, sekarang saatnya bagi keadilan dan pertanggungjawBadmman merekomendasikan pengadilan terhadap perwira:
dengan dukungan penuh internasional. Invasi 1975 dan pendudyiamvira rendah saja, mengabaikan mereka yang memegan
Indonesia adalah pelanggaran terang-terangan terhadap hugartanggungjawaban tertinggi untuk kejahatan tersebut. Sementar
internasional, yang menimbulkan korbe@matian yang pihak menyebut Rahman menghalangi kerja tim tersebut.
proporsinya terhadap penduduk salah satu yang tertinggi di dunidakarta berharap menghindari tindakan serius sampai akhirnyz
dalam setengah abad terakhir. PBB kehilangan perhatian, atau memuaskan negara-negara yar
Tindakan teror terakhir pendudukan Indonesia — penghancume@ndominasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan mengadi
September setelah suara terbanyak dalam referendum mersdjmlah kecil pelaku tingkat rendah, terutama milisi, untuk beberape
kemerdekaan — adalah pelanggaran yang mencolok terhataak kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi tahun 199¢
kewajiban pemerintah Indonesia. Seperti dikemukakan oleh Koni@reka yakin bahwa penundaan terus-menerus akan menghilangke
Penyelidik Internasional untuk Timor Lorosa’e pada bulan Januegimungkinan bahwa Dewan Keamanan akan mengeluarkar
2000, “tindakan-tindakan melanggar hukum hak asasi manusiasiamberdaya politik dan keuangan yang diperlukan untuk
hukum humaniter internasional di Timor Lorosa’e diarahkanembentuk sebuah pengadilan internasional. Sejumlah pemimpit
terhadap keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Barngsar Lorosa’e enggan mendesak keras pembentukan pengadila
... dan bertentangan dengan kesepakatan-kesepakatan yang dintgraiasional, atau menghadapi kekerasan pendirian Indonesic
oleh Indonesia dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa urkarena tanpa dukungan kuat PBB Timor Lorosa’e akan lemah.
menjalankan keputusan Dewan Keamanan.” Karena alasan itulah advokasi yang terus-menerus dan
Banyak pihak masyarakat sipil Timor Lorosa’e menunti¢rkoordinasi untuk pengadilan internasional harus dilakukan
pengadilan internasional untuk menghadapkan mereka yaidimor Lorosa'e — karena potensinya lebih besar sekarang
melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Lorosasdtlah adanya badan legislatif yang terpilih dan kabinet Timor
pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Pada sebuah konfdrerssa’e — dan seluruh dunia.
di Dili, 16 Oktober, 75 aktivis Timor Lorosa’e dan para korban
yang selamat secara bulat menyerukan proses tersebut. Ini adalah (Melanjukan di halaman 23)
kelanjutan dari seruan dari Dewan Nasional Timor Lorosa’e (badan
legislatif sebelumnya), banyak organisasi non-pemerintah Tinor
Lorosa’e, semua 16 partai politik, dan tokoh-tokoh terkemuka, seperti N ' 2
Uskup Carlos Belo. Komisi Penyelidik Internasional memb APG ITu LCI o HGmU"'Uk.
rekomendasi yang sama dalam laporannya kepada Deyvaa’o Hamutuk adalah organisasi Timor Loro Sa'e-
Keamanan. Meskipun Pemerintah UNTAET telah melaksanakanternasional yang bertujuan memantau dan melapor
tugas menyelidiki dan mengadili kejahatan tertentu yang terjadi pptntang kegiatan-kegiatan dari institusi-institusi utama
1999, sumberdayanya sangat terbatas dan kemampuannya Uryi@ikg ada di Timor Loro Sa’e dalam rangka pembangunan
mendapatkan kerjasama dari Indonesia juga sangat rendah. | kembali sarana fisik dan sosial. Institut La’o Hamutuk ini
Bulan Januari 2000, mengikuti kemauan Indonesia, Dewaperoperasi dengan dasar pemikiran bahwa rakyat Timor
Keamanan memutuskan untuk tidak membentuk pengadilphoro Sa’e harus menjadi pemutus utama dari proses
Dewan Keamanan juga menyatakan bahwa Jakarta hgr@@mbangunan kembali tersebut dan, prosesnya harus
mengadi” para pelakusécepat mungkin”’ yang menyiratka se-demokratis dan Se-tl’ansparan mungkl_n.. Dalam hal nt,
bahwa kalau mereka tidak melakukannya, Dewan Keamanan '0 Hamutuk melakukan suatu analisis yang tidak
membentuk pengadilan internasional untuk Timor Lorosa’e. | PerPihak terhadap kegiatan Internasional di Timor Loro
Lebih dari 20 bulan kemudian, Indonesia belum mengadif@'€ déngan tujuan memfasilitasikan partisipasi yang
satu orang pun untuk kejahatan di Timor Lorosa'e. Meskip{iffetif dan bt;emngkat oll(eh [)aIT_yaé 'Il'lr_nor Lorg S_a_ef dalam
demikian, Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak berge aglzszﬁaﬁ;?tei?ag#gSrossgeic:nst?ualﬂ; (]T;ﬁn;esé;?];ﬂz:ﬁ'
Kalau Jakarta gagal memenun janjinya. Oloh Katena . selas 0 Hamuuk bekeria untuk meningkatkan korrkasi
beberapa pengadilan kecil UNTAET terhadap anggota-angd tara institusi-institusi dan organisasi-organisasi

o . . ernasional dengan masing-masing bidang dalam
milisi Timor Lorosa’e, proses peradilan telah menguap. ‘masyarakat Timor Loro Sa'e. Akhimya, La'o Hamutuk

Megawati Sukarnoputri yang menjadi presiden Indonesighenjadi pusat sumber informasi dengan berbagai
bulan Juli, menjanjikan pembentukan pengadithhocuntuk | pacaan, tentang model pembangunan, pengalaman dan
mengadili sejumlah kejahatan yang dilakukan di Timor Lorosg'@raktek yang berlainan, dan juga mengfasilitasi jaringan
1999. Kami meragukan komitmennya. Segera setelahntara kelompok-kelompok Timor Loro Sa’e dengan ahli-
menduduki jabatannya, Megawati mengubah cakuppahli dan pelaksana-pelaksana yang terlibat dalam hal
pengadilanad hochanya meliput kejahatan yang dilakukam proses pembangunan di seluruh dunia.
bulan April dan September 1999. Keputusannya juga membatasi

pengadilan terhadap kasus yang terjadi di Dili, Liquica, dal dalamnya roh menganjurkan transparensi yang lebih

Suai. Amnestv International menanagapi denaan “cemadfat. La'o Hamutuk ingin sekali mengundang individual
y ggap g tuk kontak kami bila anda punya naskah-naskah dan/

keputusan baru ini dan menyebutnya “satu langkah maju, tau informasi yang harus dikemukakan perhatian buat

langkah mundur,” tetapi menteri luar negeri Australia Alexan at Timor Loro Sa'e dan iuoa para anadota masvarakat
Downer menyebutnya sebagai “langkah maju yang san é?ky ! Jugap 99 Y

positif,” dan kebanyakan pemerintah lain diam membisu. nternasional.
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Sperti semua orang di dunia ini, rakyat Timor Lorosa’e Megawati kemudian mengangkat M.A. Rahman sebagai




